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ANDI ATIKA, NIM : B 111 11 138 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan Andi Sofyan, selaku Pembimbing I 
dan Amir Ilyas, selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil 
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui pertimbangan 
hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
penelitian lapangan dan penelitian pustaka, setelah menganalisa data yang diperoleh 
dari hasil penelitian penulis menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, 
yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu 
yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan, yang diteliti dan 
dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang 
nyata. 
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : (1) Penerapan sanksi 
pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena 
penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang semuanya 
terbukti dan berdasarkan unsur-unsur tersebut terdakwa telah sesuai divonis Tindak 
Pidana Perdagangan Orang karena selain kesemua unsur pasal 2 (1) UU RI No.21 
tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti secara sah dan 
meyakinkan, saksi korban pada saat proses penyidikan tidak ditemukan dalam 
keadaan bugil sehingga yang terbukti ditempat kejadian perkara adalah delik Tindak 
Pidana Perdagangan Orang walaupun anak tersebut dibawah umur. Alasan kedua 
mengapa penulis setuju yaitu saksi korban tidak dalam keadaan terpaksa dan juga 
mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri, selain itu terdakwa I adalah tante dari 
saksi korban. (2) Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan vonis perkara 
Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks sudah tepat karena pelaku dijerat dengan Pasal 2 (1) 
UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua 
puluh juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan, karena semua unsur-unsur telah 
terpenuhi. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu para 
terdakwa telah melanggar norma-norma dalam masyarakat dan merusak masa 
depan anak bangsa dan adapun hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa 
belum pernah dihukum, para terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak 
mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa I mempunyai anak yang masih kecil dan 
butuh kasih sayang dan perhatian seorang ibu serta para terdakwa mengakui 
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A. Latar Belakang Masalah  
Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu 
kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, 
karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya 
secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan 
kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun 
daerah perkotaan adalah relative dan interaktif sebab musababnya. 
Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi 
kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang 
kriminal. Selanjutnya, manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut 
manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi 
keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara 
negatif. 
Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah 
Bangsa Indonesia. Pada jaman raja–raja terdahulu, perempuan 
merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada 
masa itu, konsep kekuasaan seseorang raja digambarkan sebagai 
yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain 
tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir 
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tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan raja sebagai tanda 
kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada 
juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di “jual” atau 
diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut 
mempunyai keterikatan langsung dengan keluarga  kerajaan. 
Dalam era kemerdekaan, terlebih di era reformasi, masalah 
perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lagi keberadaannya, 
namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi 
yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh 
para kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu 
kedalam bentuknya yang baru, yaitu perdagangan orang (human 
trafficking), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar 
hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) yang dengan cepat 
berkembang menjadi sindikasi lintas batas Negara dengan sangat 
halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam 
mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi 
tidak berdaya untuk membebaskan diri. 
Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah 
human trafficking akhir–akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang 
banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan 
dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya 
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perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun 
belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi 
perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi 
masalah transnasional. 
Jika berbicara tentang trafficking, maka korban yang paling 
rentan adalah perempuan,terutama dari keluarga miskin, perempuan 
dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. 
Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya 
masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan 
hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya 
informasi tentang trafficking. 
Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan 
cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa 
pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan 
kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini 
diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam 
jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan 
berakibat sulit untuk menemukan solusinya. 
Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan 
orang diantaranya karena adanya permintaan (dermand) terhadap 
pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, 
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mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan 
perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker 
terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi 
kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan 
yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan 
para trafficker yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, 
terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk 
pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga 
mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan 
orang. 
Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan 
terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan 
berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai 
daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung 
menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan 
modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, 
pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, 
penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh 
sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi 
oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada 
yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja 
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dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang 
sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-
daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan 
calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, 
menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, 
menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana 
saja, sampai dengan menggunakan internet.  
Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang 
adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang 
di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan 
bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan 
penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, 
rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari 
itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik 
memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para 
pengusaha hiburan, cukong lelaki hidung belang, penganut seks 
bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia 
modern, dan sebagainya. 
Dari berbagai kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan 




1. Perekrutan  
Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh “penghubung/calo”. 
Mereka mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. 
Calon korban umumnya perempuan berusia mulai dari 11 tahun, 
yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau 
orangtuanya adalah pekerjaan yang baik dengan upah yang 
menggiurkan. Ada orangtua yang memberi persetujuan dan 
kepada anaknya, kemudian orangtua diberiikan sejumlah uang 
(yang pada umumnya diperhitungkan oleh trafficker sebagai utang 
calon korban). Namun ada pula orangtua yang menolak 
memberikan izin; dalam hal demikian, jika calon korban berhasil 
dibujuk, maka Trafficker akan membawanya pergi secara diam-
diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau 
tanpa izin orangtua) tersebut “diculik atau dipaksa” untuk 
diberangkatkan ke tempat tujuan di Indonesia ataupun ke luar 
Negeri. Banyak diantaranya yang tidak diketahui lagi 
keberadaannya dengan kata lain hubungan mereka sama sekali 
terputus, ada yang sudah beberapa tahun lamanya. Bagi pekerja 
migrant (dalam dan luar negeri) yang meninggalkan tempat 
tinggalnya dengan menandatangani kontrak kerja, ada yang 
benar, ada yang dimanipulasi, ada pula yang berdasarkan 
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penipuan. Banyak juga diantara mereka yang berhasil 
meningkatkan ekonomi keluarga, dan mereka pula yang dijadikan 
contoh dan pendorong bagi perempuan meninggalkan tempat 
tinggalnya untuk perbaikan ekonomi. Tidak kecil jumlah diantara 
mereka yang terjerumus menjadi korban perdagangan orang.  
2. Pemalsuan dokumen 
Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin 
semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, 
unsure, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa 
daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang 
membawa koper berisi setumpuk KTP, akta kelahiran, paspor, 
dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan 
alamat tertentu, yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda 
tangan, yang akan diisi (calon) korban. 
Beberapa informan dari beberapa instansi mengutarakan bahwa 
jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari 
jumlah orang yang secara nyata ke luar negeri. Dari segi 
keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang 
tidak masuk kas Negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka 




3. Penyekapan sebelum berangkat 
Paratrafficker/calo/sponsor umumnya tidak segera 
memberangkatkancalon korban perdagangan orang, sehingga 
sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan di tempat 
penampungan seringkorban mengalami perlakuan yang tidak 
manusiawi. 
4. Pengangkutan dalam perjalanan 
Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan 
lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam 
kehidupan (sosial). 
5. Di tempat kerja 
Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau 
pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang 
tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip 
perbudakan. 
Modus operandi di luar negeri umumnya korban diberikan visa 
yang relative sebentar dan visa dipegang oleh penyalur 
(trafficker), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para trafficker 
lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan 
korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini 
akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya 
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untuk menuruti kehendak trafficker. Apabila korban berusaha 
untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang 
maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah 
penganiayaan, hukuman cambuk, pelecehan seksual, perkosaan, 
penelantaran, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang 
semuanya diderita tanpa asuransi. 
6. Perjalanan pulang 
Ada pula korban yang berhasil melarikan dirike Indonesia, namun 
pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan 
tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan 
dan bahkan pelecehan seksual. 
7. Pemulihan/rehabilitasi  
Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung 
diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang 
dicemoohkan, bahkan ditolak kedatangannya karena keluarga 
merasa malu. 
Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan 
macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan 
kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak 
harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor 
geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, 
10 
 
perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, 
rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang 
rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat 
untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan 
tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan 
kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor 
lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja 
Indonesia (TKI) terutama disektor informal sangat menguntungkan, 
karena TKI dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat 
penurut, loyal dan mudah diatur. 
Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang 
makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih 
lemah, khususnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi 
hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang 
bahaya perdagangan orang, dan jyga regulasi sistem hukum baik 
substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus 
terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan.  
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Seperti yang terjadi di Kota Makassar, kasus perdagangan 
orang sangatlah mengkhawatirkan dan pada umunya korban trafficking 
adalah perempuan dan anak–anak. 
Pada umumnya, perempuan dijebak melalui recruitmen yang 
sarat dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih, istri, atau 
teman hidup bersama dan dibuat tergantungan secara financial. 
Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan 
laki–laki sebagai pelaku. 
Berbagai kasus perempuan yang diperdagangkan seringkali 
mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, 
kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban di 
eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak 
diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ 
tubuhnya untuk kepentingan media bagi transplantasi untuk orang–
orang kaya yang membutuhkan. Fenomena perdagangan manusia, 
khususnya perempuan atau dikenal dengan istilah Trafficking, 
bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Perdagangan manusia ini 
diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok 
orang dari suatu tempat ketempat lain, yang kemudian dibebani utang 
untuk biaya proses berimigrasi.  
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Saat ini perdagangan orang, pengedaran narkotika dan kegiatan 
terorisme saling berkaitan dan menjadi perhatian luas dunia 
internasional. Upaya penanggulangan digalang melalui berbagai 
instrument hukum konvensi internasional, perjanjian multilateral dan 
bilateral. BerdasarkanVictimz of Trafficking and Violance Protection Act 
2000 yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia 
dan beberapa Negara lainnya, sekarang ini dikategorisasikan pada 
posisi Tier 2 (sebelumnya pada Tier 3). Artinya pemerintah Indonesia 
dianggap tidak peduli dan tidak memiliki Undang – Undang yang 
memadai untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Penempatan 
Indonesia dalam kategori Tier 3 sangatlah memprihatinkan. 
Perbudakan modern merupakan ancaman multidimensi bagi 
semua bangsa. Selain penderitaan individu akibat pelanggaran hak 
asasi manusia, keterkaitan antara perdagangan manusia dengan 
kejahatan terorganisir serta ancaman–ancaman keamanan yang 
sangat serius, seperti perdagangan obat–obatan terlarang dan senjata 
menjadi semakin jelas. Begitu pula kaitannya dengan keprihatinan 
kesehatan masyarakat yang serius, karena banyak korban mengidap 
penyakit, baik akibat kondisi hidup yang miskin maupun akibat dipaksa 
melakukan hubungan seks dan diperdagangkan ke komunitas – 
komunitas yang baru. Sampai kapan kita mau membiarkan perempuan 
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terjebak dalam berbagai bentuk kekerasan yang dapat berakibat fatal 
karena sistem pengadilan yang selain terkenal korupsi, yang belum 
peka terhadap gender. Ditambah bahwa hingga sekarang nilai budaya 
yang dianut dan diperkuat berupa perempuan ideal adalah perempuan 
yang berbakti (menunjukkan dharmanya) dan mendahulukan 
pemenuhan kebutuhan suami, anak, orangtua dan Negara. Tidak ada 
yang salah dengan nilai budaya tersebut selama penerapannya tidak 
menjerumuskan perempuan dalam kondisi yang mencelakakan dirinya. 
Pembenahan sistem hukum dan sikappenegak hukum yang 
peka gender tidak lagi dapat ditawar–tawar. Indonesia harus segera 
menunjukkan komitmennya terhadap melawan penghapusan 
perdagangan perempuan (sesuai dengan Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah disahkan 
dengan Undang – Undang No.7 Tahun 1984) sebagai upaya 
memerangi perdagangan perempuan. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan 
menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan 
dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota 
Makassar (Studi Kasus Putusan No.597/Pid.B/2013/PN.Mks)” 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 
permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakahpenerapan hukum pidana materil 
terhadappelaku tindak pidana perdagangan orangdalam 
Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang 
berdasarkan Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks. 
D. Kegunaan Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi 
pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang 
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hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan 
dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hasil 
penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi 
para pembaca mengenai tindak pidana perdagangan orang, serta 
untuk mengkaji dari sisi hukum tentang dasar pertimbangan hukum 




















A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah 
bahasa latin delictun dan delicta. Delik dalam bahasa Belanda disebut 
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. 
Strafdiartikan sebagai pidana dan hukum, baardiartikan sebagai 
tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan feit artinya 
sebagian dari kenyataan. Sehingga Strafbaarfeit berarti sebagiandari 
kenyataan yang dapat dihukum.  
Moeljatno(Adami Chazawi, 2002 : 72)mengemukakan bahwa 
suatuStrafbaarfelt itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang–undangan.  
Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti 
Strafbaarfeit menurut pendapat para ahli : 
 
a. Simons (P.A.F Lamintang 1997:185) 
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan 
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang–
Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
b. Hammel (P.A.F Lamintang 1997:184) 
Strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap  







c. Pompe (P.A.F Lamintang 1997:182) 
“Strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
d. E. Utrecht (Evi Hartanti, 2009:6) 
“Starbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering 
juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuataan 
handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-
negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 
karena perbuatan atau melalaikan itu). 
e. Wirjono Prrodjodikoro (2003:55) 
Straffbaarfeit adalah suatu perbuatan yang pada pelakunya 
dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk 
subjek tindak pidana. 
 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif. Leden Marpaung mengemukakan unsur–unsur delik 
sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif  
Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 





b. Unsur Objektif 
Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1. Perbuatan manusia berupa 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b. Omissions, yakni perubahan pasif atau perbuatan 
negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
2. Akibat perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan–kepentingan 
yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, 
badan, kemerdekaan,hak milik, kehormatan dan 
sebagainya. 
3. Keadaan–keadaan (circumstances)  
Pada umunya, keadaan ini dibedakan antara lain : 
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan–alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
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adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah 
satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
dari pengadilan. 
Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur–unsur tindak 
pidana : 
a. Satochid Kartanegara: 
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri 
manusia, yaitu berupa : 
1. Suatu tindakan 
2. Suatu akibat 
3. Keadaan  
b. Moeljatnounsur, tindak pidana adalah : 
1. Perbuatan 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
c. Vos, unsur tindak pidana adalah : 
1. Kelakuan manusia 
2. Diancam dengan pidana 
20 
 
3. Dalam peraturan perundang–undangan  
d. Jonkers, unsur tindak pidana adalah : 
1. Perbuatan 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
3. Kesalahan 
3. Subjek Tindak Pidana 
Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani 
tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam 
Undang–Undang pidana. Pembentuk KUHPid berpandangan bahwa 
hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani 
tanggung jawab pidana, karenannya hanya dapat dibebani tanggung 
jawab pidana, karenannya hanya manusia yang merupakan subjek 
tindak pidana dalam KUHPid. 
Dalam KUHPid, badan hukum (rechtsperson) bukan subjek 
tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari : 
1. Pasal 59 KUHPid di mana pidana hanya diancamkan 
terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau 
komisaris–komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri. 
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” 
(diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) 
yang menunjuk pada manusia. 
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3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara 
pidana untuk badan hukum. 
Dalam Undang–Undang pidana di luar KUHPid banyak yang 
telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. 
4. Pidana dan Pemidanaan 
1. Teori Pemidanaan 
Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada 
Adami Chazawi (2008 : 157-166) yang pada garis besarnya 
teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, 
yaitu: 
a. Teori Absolute dan Teori Pembalasan (vergeldings teorien) 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu 
pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan 
pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah 
melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan 
kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang 
telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus 
diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa 
kejahatan) yang dilakukannya. Adapun penganut teori ini 
antara lain: 
1. Immanuel Kant (philosophy of law) 
Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah 
melakukan kejahatan (kategorische imperiatief) 
2. Hegel 
Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi 
dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran 
terhadap ketertiban hukum Negara yang merupakan 
perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan 
Negation der Negation (pengingkaran terhadap 
pengingkaran) 
3. Herbart 
Berpendapat bahwa kejahatan itu harus dibalas dan 
orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan 






Kesalahan yang menentukan berat ringannya pidana. 
Pidana itu menjadi suatu pembalasan kesalahan dari 
pembuat peristiwa pidana. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan 
pada pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku 
tindak pidana telah membuat penderitaan bagi orang lain. 
Setiap kejahatan tidak boleh harus diikuti oleh pidana 
bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang 
dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak 
memerhatikan masa depan, baik terhadap diri pelaku 
tindak pidana maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana 
tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, 
tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi pelaku 
tindak pidana. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah, yaitu:  
1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif 
dari pembalasan)  
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan 
dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari 
pembalasan) 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel theorien) 
Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel. 
Penganut teori ini beranggapan pemidanaan adalah 
mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan 
mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relative atau 
teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, 
maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
a. Bersifat menakut-nakuti (afcsbrikking) 
b. Bersifat memperbaiki (verbetereing/reclasering) 
c. Bersifat membinasakan (onsbadelijk maken) 
 
Untuk itu, dapat dilakukan teknik pencegahan yang 
terbagi atas dua poin yakni pencegahan umum dan 
pencegahan khusus : 
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1. Pencegahan Umum (general preventive) 
Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang 
dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-
orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku 
tindak pidana yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh 
masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan 
perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana itu. 
2. Pencegahan Khusus  
Menurut teori ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku 
kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi 
melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah 
berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk 
perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan 
menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam: 
a. Menakut-nakutinya 
b. Memperbaikinya 
c. Membuat jadi tidak berdaya 
3. Teori Gabungan (vernegings theorien) 
Penganut teori ini adalah Bonger, Simons, Paleggerino 
Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Bellin. 
Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas 
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pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui 
pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan 
adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan 
segala tujuan pidana.  Teori penggabungan ini mendasarkan 
pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata 
tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi 
dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu: 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, 
tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, 
dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
b. Teori yang mengutamakan perlindunngan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana 
tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
2. Jenis – Jenis Pemidanaan 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana 





a. Pidana mati 
Pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada 
kejahatan : 
1. Makar membunuh kepala negara (104) 
2. Mengajak negara asing guna menyerang 
Indonesia (11 ayat 2) 
3. Memberi pertolongan pada musuh pada waktu 
Indonesia dalam perang (124 ayat 3) 
4. Membunuh kepala negara sahabat (104) 
5. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu 
(340) 
6. Pembajakan yang mengakibatkan ada orang mati 
(444) dan lain – lain. 
 
b. Pidana Penjara 
Pidana Penjaradiancamkan terhadap kejahatan yang 
disengaja, culpa dan pelanggaran fiscal diatur dalam 
Pasal 12 KUHP. Lamanya hukuman penjara sekurang–
kurangnya satu hari dan selama–lamanya 15 tahun 
berturut–turut. Hukuman penjara boleh dijatuhkan 
selama–lamanya 20 tahun berturut–turut dalam hal 
menurut hakim boleh dihukum mati atau penjara seumur 
hidup. 
c. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggaran 
dan kejahatan–kejahatan berculpa diatur dalam Pasal 18 
KUHP. Lamanya pidana kurungan minimum satu hari 
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maksimum satu tahun bisa ditambah 1 tahun 4 bulan 
apabila ada gabungan, recidive, dalam hal Pasal 52 
KUHP. 
Perbedaan antara Pidana Penjara dengan Pidana 
Kurungan yaitu : 
1. Pekerjaan pada orang yang dijatuhi pidana 
kurungan lebih ringan daripada orang yang dijatuhi 
pidana penjara. 
2. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam 
wilayah tempat tinggal si terpidana sedangkan 
pidana penjara dapat dilaksanakan diseluruh 
wilayah Indonesia. 
3. Pidana kurungan tidak boleh dijatuhkan pada 
kejahatan yang disengaja atau berculpa. 
4. Pidana kurungan tidak boleh diberi pelepasan 
bersyarat. 
5. Orang yang dipidana kurungan dapat memperbaiki 
nasibnya sendiri atas ongkos sendiri/biaya (fistole) 
d. Pidana Denda 
Pidana denda diancamkan terhadap kejahatan 
maupun pelanggaran semata–mata ataupun alternatif 
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oleh hukuman penjara atau kurungan.Pada waktu 
dijatuhkan pidana denda, maka dalam surat 
keputusannya hakim menentukan pula berapa hari 
hukuman kurungan yang harus dijalani sebagai 
pengganti apabila denda tidak dibayar. Hukuman 
kurungan semacam ini dinamakan hukuman kurungan 
pengganti denda. Terhukum bebas untuk memilih antara 
membayar denda atau menjalankan hukuman kurungan 
penggantinya. Pidana Denda diatur dalam Pasal 30, 31 
KUHP. 
e. Pidana Tutupan  
Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP 
melalui UU No.20 tahun 1946, yang maksudnya 
sebagaimana tentang dalam Pasal ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang 
melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana 
penjara karena terdorong oleh maksud yang patut 
dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. 
Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pidana tutupan tidak 
dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan 
itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari 
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perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim 
berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat” 
Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala 
sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No.20 
Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintahan No.8 Tahun 1948, yang dikenal dengan 
peraturan pemerintah tentang rumah tutupan. 
Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini, tampaknya 
pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, 
melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah 
terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya 
bagi orang yang melakukan tindak pidana karena 
didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya 
dalam UU maupun PP pelaksanaannya itu tidak 
dijelakskan tentang unsur maksud yang patut dihormati 
itu, karena itu penilainnya, kriterianya diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim. 
3. Tujuan Pemidanaan  
  Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh 
para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran 
yang dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini 
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tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh 
para sarjana tersebut. 
  Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman 
Protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam 
tujuan pemidanaan. Di dalam Protagoras sudah berbicara 
tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun 
pencegahan umum. Demikian pula sebagian besar penulis 
modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan 
pemidanaan adalah untuk mencegahan dilakukannya 
kejahatan pada masa yang akan datang, bahkan ada yang 
menyatakan bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana 
adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas 
ketertiban sosial dan moral. 
  Dari uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan 
mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu 
kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai 
sarana retributive (retributivism) dan mereka yang menyatakan 
bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut. Di 
samping itu timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan 
pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan 
mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan 
antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan 
pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat 
yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui 
pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan 
penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang 
menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan 
teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-
ukuran berdasar prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa 
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penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran 
yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana (Dwidja 
Priyatno, 2006 : 22)  
 
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang 
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 
negara, untuk tujuanpelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk 
paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, 
pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri 
pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, 
bentuk eksploitasi lainnya. 
Menurut Sulistyowati Irianto (2005 : 17), pada Tahun 1994, 
Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang 
Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam resolusi 
ini, defenisi perdagangan manusia telah mencakup dimensi yang 
semakin luas. Resolusi ini menentang pemindahan orang secara 
tidak sah dan secara diam–diam melintas batas nasional dan 
internasional. Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal 
dari Negara berkembang dan beberapa Negara yang berada pada 
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tahap transisi ekonomi, dengan tujuan akhir memaksa perempuan 
dan anak perempuan ke dalam situasi yang opresif dan eksploitatif 
baik secara seksual maupun ekonomis untuk keuntungan bagi 
perekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas 
illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, 
seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, 
dipekerjakan secara diam–diam dan adopsi palsu.Setahun 
kemudian, dalam Sidang Umum tahun 1995, Sekjen PBB pada sesi 
ke – 50 mengomentari resolusi ini. Dalam laporan tahunannya 
Sekjen PBB mempertajam defenisi dan dimensi perdagangan 
sebagai berikut:                                                                     
“Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional 
perdagangan perempuan, sidang tidak melihat secara sempit 
tentang perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi 
harus melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktek–praktek 
penipuan. Perdagangan manusia yang melampaui batas–batas 
internasional sudah pasti praktek illegal. Sebuah pertanyaan patut 
dilontarkan apakah perdagangan manusia sama dengan migrasi 
illegal ? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda 
satu dengan yang lainnya. Migrasi unsur paksaan atau terjadinya 
eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seseorang dapat 
diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali 
perbedaannya dengan melihat tujuan dari pelintasan batas Negara 
di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument. Di 
Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai 
instrument. Di bawah perbedaan ini, perdagangan anak dan 
perempuan biasa didefenisikan ke dalam kategori “tujuan akhir 
memaksa perempuan dan anak kedalam situasi yang opesif dan 
eksploitatif secara seksual atau secara ekonomi”. Pada 
kenyataannya, hal ini dilakukan “untuk keuntungan dari perekrut, 
pelaku perdagangan manusia dan sindikat kriminal.Tahun 1996, 
Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan 
pemerintah Negara–Negara anggota PBB untuk 
mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan di 
Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi 
internasional dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan 
dengan : mengambil langkah – langkah yang dipandang perlu untuk 
menghubungakan faktor–faktor penyebab, termasuk faktor–faktor 
eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan 
untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seks, 
kawin paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan 




Menurut Sulistyowati Irianto (2005:12), Protokol Perserikatan 
Bangsa–Bangsa untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum 
Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2000), 
suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa untuk Melawan 
Organisasi Kejahatan Lintas batas, mendefenisikan perdagangan 
manusia khususnya perempuan dan anak, sebagai :  
“Perekrutan, pengiriman, pemindahan penampungan atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk–bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, 
penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau 
memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari 
sesorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. 
Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan 
orang lain atau bentuk–bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan, perhambaan atau pengambilan 
organ tubuh”. 
 
Contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 
diungkap oleh Bareskrim Polri yang telah meringkus 
menyelundupkan 8 korban ke Guangzhou, China. Jaringan 
perdagangan manusia itu dilakukan tersangka Yeti dan Tanto. 
Ada 8 orang yang melarikan diri ke KJRI Guang Zhou. Di 
mana dia dieksploitasi dalam bekerja dan tidak digaji. Kemudian 8 
orang itu dipulangkan ke Indonesia 17 Februari 2014. 
Kasus ini terungkap dari 8 orang yang melarikan diri ke 
Konsulat Jenderal RI di Guangzhou. 8 Korban yang diduga sebagai 
pekerja itu yakni Susnia, Poniyem, Alsifah, Fitriana, Dewi, Dulhalim, 
Surahman, dan Dede. 
33 
 
Para korban sebelum diberangkatkan lebih dulu ditampung 
di perumahan Grand Prima Bekasi, kontrakan milik tersangka Yetti. 
Setelah itu korban diberangkatkan untuk dipekerjakan dengan 
waktu antara 4 bulan, 8 bulan, dan 1 tahun. Sebanyak 4 orang 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan 3 orang di pabrik. 
Pengurusan paspor dan izin dilakukan di tempat berbeda di 
kantor Imigrasi Bogor dan Jakarta Barat. 
"Dengan memalsukan dokumen-dokumen berupa KTP, KK (Kartu 
Keluarga), dan Akte Kelahiran. Setelah itu dibuatkan visa 
kunjungan yang berlaku selama 3 bulan oleh saudara Tanto 
(tersangka). 
Gelombang pertama diberangkatkan lebih dulu sebanyak 4 
korban pada 8 Desember 2012. Keempatnya dikirim ke China oleh 
Tanto bekerjasama dengan Yeti. Di sana para korban ditampung 
agen bernama Dong Liu alias Emi, warga Tiongkok. Selanjutnya 
korban lain berangkat 27 Desember 2012 dengan rute berbeda dan 
tidak langsung ke Guangzhou. Dikirim ke Hongkong, dibekali tiket 
kapal dari Hongkong ke Shenzen.  
Sesampainya di negeri Tirai Bambu itu, korban yang 
dipekerjakan sekian lama tidak digaji. Sampai akhirnya, mereka 
melarikan diri ke KJRI. Dari pelarian korban itu, kedua tersangka 
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ditangkap pada waktu yang berbeda antara tanggal 3 dan 5 Maret 
2014. Yeti ditangkap di rumah sewaannya daerah Grand Prima, 
Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan Tanto di Perumahan Budi Indah, 
Tangerang, Banten. Kedua tersangka mendapatkan imbalan dari 
setiap korban per orang antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta dari 
perusahaan penyalur bernama Dong Liu alias Emi. Mereka (2 
tersangka) tidak punya legalitas untuk mengirim orang ke luar 
negeri. 
Keduanya dikenakan Pasal 44 Undang-Undang Tindak 
Pidana Penyelundupan tentang perdagangan orang ke luar negeri 
dengan maksud eksploitasi. Atau, Pasal 102 Undang-Undang 39 
tahun 2004. Yeti dan Tanto diancam minimal 3 tahun penjara dan 
maksimal 15 tahun penjara. 
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak  
Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan 
kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusai 18 tahun, 
maka ia adalah anak termasukyang masih di dalam kandungan. 
Suatu tindak kejahatan yang terdiri dari serangkaian Proses tertentu 
danuntuk Tujuan Tertentu. 
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Penjualan/perdagangan anak dan adopsi ilegal merupakan 
dua hal yang berbeda. Adopsi anak secara ilegal terjadi apabila 
pengangkatan anak itu tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yakni 
tidak disertai permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk 
mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Perlindungan Anak 2014(“UU Perlindungan Anak”). Jika 
tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, maka adopsi itu 
disebut sebagai adopsi ilegal. 
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Ketentuan ini diatur 
dalam Pasal 76F UU Perlindungan Anak. 
Ketentuan sanksinya dapat kita lihat dalam Pasal 83 UU 
Perlindungan Anak yang berbunyi: 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 
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Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak memang telah 
menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan tersebut 
tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara 
hukum. Demikian antara lain yang dikatakan dalam bagian penjelasan 
umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU Pemberantasan 
Perdagangan Orang”). 
Contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak yang terjadi di 
Batam, Kepolisian Sektor Lubuk Baja, Kepulauan Riau, mengungkap 
kasus perdagangan manusia (human trafficking) dengan menangkap 
tiga pelaku dan dua korban dari Sukabumi, Jawa Barat, berusia 14 dan 
15 tahun berstatus pelajar. 
Pihak kepolisian berhasil menangkap tiga orang yang terlibat 
jaringan perdagangan manusia dan mengamankan dua korban 
masing-masing Am yang berusia 15 tahun dan Al usia 14 tahun di 
sebuah hotel dan tempat karaoke di Batam. 
Kedua korban dibawa dari Sukabumi pada 18 Februari 2014 ke 
Batam oleh seorang pria berinisial Sa, yang anak buah seorang 
mucikari "S" sekaligus pemilik karaoke di mana kedua korban dijadikan 
pekerja seks komersial (PSK). 
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Selain mucikari, yang diamankan adalah J selaku anak buah 
mucikari dan C warga Singapura yang mem-booking korban. 
Aris mengatakan, sebelumnya orang tua Am juga sudah 
melaporkan kasus dugaan perdagangan manusia dengan korban 
anaknya tersebut di Polres Sukabumi, Jawa Barat, pada 18 Februari 
2014. 
"Polres Sukabumi berkoordinasi dengan kami untuk menelusuri 
keberadaan dua korban di Batam. Hingga akhirnya, kami temukan dan 
melakukan penangkapan pelakunya. 
Ia mengemukakan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap 
tiga orang tersebut, Am juga sempat kabur dari tempat karaoke 
tersebut dengan alasan ingin membeli makanan. 
Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan UU RI nomor 21 
tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 
Jo UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
Am kepada polisi mengatakan, dijanjikan sebagai pekerja 
karaoke di salah satu tempat hiburan di Batam oleh orang yang 
membawanya. 
Sebelum dibawa ke Batam, Am dan Al sempat dibawa ke 
Jakarta oleh pelaku untuk dipekerjakan di sebuah karaoke, namun 
tidak sesuai dengan kemauan sehingga akhirnya di bawa ke Batam 
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Mereka sempat lari karena tidak cocok, sebelum akhirnya polisi 
menangkap pemilik karaoke di mana kami dipekerjakan. 
3. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (UUPTPPO), tindak pidana perdagangan orang 
dipahami sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap 
tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 
angka 2 UUPTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO 
merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga 
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berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh 
pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi. 
Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan 
tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur 
yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana 
Perdagangan Orang, yakni:  
1. Unsur PELAKU yang mencakup Setiap orang yang dalam 
UUPTPPO dipahami sebagai  orang perseorangan atau 
korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan 
orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO). 
2. Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang 
terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang.  
3. Unsur CARA. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang 
dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang 
meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
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atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat 
terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut.  
4. Unsur TUJUAN. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan 
atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak 
pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 
angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO. 
4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Masalah 
Perdagangan Orang 
Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak 
pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi 
berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi 
menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta 
berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan 
kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang 
41 
 
telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai 
kejahatan. 
Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang 
sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus 
terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat 
disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam 
kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya 
adalah :  
1. Kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi 
untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar 
negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan 
orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk 
menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang 
disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip 
perbudakan.  
2. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga 
untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka 
termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena 
jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang 
guna membayar hutang atau pinjaman.  
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3. Keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan 
standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi 
dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan 
terhadap  perdagangan orang.  
4. Faktor budaya. Faktor-faktor budaya berikut memberikan 
kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu 
peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam 
keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena 
jeratan hutang (Valentina, 2008: 14). 
Sebab-sebab dari perdagangan orang diatas sesuai dengan 
teori sosiologi kriminil, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di 
masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai 
keadaan sekeliling fisiknya (Bonger, 1995: 25). 
Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati 
nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan 
perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat 
mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan 
yang harus dipenuhi segera (Santoso dan Zulfa, 2007: 51). Artinya 
bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku 
43 
 
banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon 
korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah 
pencegahan dan pelindungan pemerintah terhadap calon korban. 
Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori 
Lombrosso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal 
dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang 
serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang (Santoso dan Zulfa, 
2007: 25). Padahal, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat 
rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang 
tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban 
mampu melakukan proteksi diri maka kecil kemungkinan perdagangan 
orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan orang yang bodoh 
atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar 
negeri. 
D. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan 
dalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya 
ditulis: UU No.21 Tahun 2007). 
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Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 
disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, 
merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan 
martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus 
diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan 
orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang 
terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara 
maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap 
masyarakat, bangsa dan negara , serta terhadap norma–norma 
kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. 
Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU No.21 
Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada 
nilai–nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk 
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap 
pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, pengertian perdagangan 
orang adalah :“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
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atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di 
dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
2. Perdagangan Orang Dalam Undang–Undang Nomor 21 
Tahun 2007 
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 
manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.  
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang 
diberbagai Negara termasuk Indonesia dan Negara–Negara yang 
sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak 
hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, 
dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya 
pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala 
menyebabkan seseorang menjadi korban oknum–oknum tertentu 
yang memanfaatkan keadaan serta situasi. 
Dalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 1 
(Citra Umbara, 2007 : 3), menyebutkan bahwa :              
“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
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kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang 
atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar 
Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi”. 
 
Dalam Undang–Undang ini sangat jelas digambarkan bahwa 
perdagangan orang (human trafficking) bukan suatu kejahatan 
pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena 
dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. 
Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang–
Undang tersebut yaitu : pelaku human trafficking biasa seseorang, 
kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara 
sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan 
psikis terhadap korban. Korban traffickingbiasanya berasal dari 
kelompok rentan seperti perempuan dan anak–anak, praktek 
trafficking telah membatasi bahkan melanggar prinsip–prinsip HAM 
karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau 
dikomersilkan (not for sale), hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 
sampai dengan 12 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
a. Pasal 2 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui 
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan 
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tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati 
dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. 
Hal ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena 
tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang 
bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. 
Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk 
Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara 
politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan 
memajukan serta mengambil langkah–langkah konkret demi 
tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. 
b. Pasal 3 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi : “(1) Setiap orang dlahirkan bebas 
dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat 
serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian 
hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap 
orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hal ini berarti 
bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak 
dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak 
dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh 
siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung 
tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang 
tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan 
pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan 
kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum 
(equality before the law), tanpa adanya perbedaan atau 
diskriminasi. 
c. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan 
oleh siapapun. “Dalam keadaan apapun” disini, termasuk 
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keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan 
darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap 
hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan 
terhadap manusia. 
d. Pasal 5 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi :” (1) Setiap orang yang diakui sebagai 
manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh 
perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan 
martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang 
berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari 
pengadilan yang objeknya tidak berpihak; (3) Setiap orang yang 
termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih 
berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam hal ini, yang 
tergolong dalam masyarakat yang rentan, yakni orang lanjut 
usia, anak–anak, fakir miskin, wanita, serta penyandang cacat. 
e. Pasal 6 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi: ”(1) Dalam rangka penegakan hak 
asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat 
hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 
masyarakat dan Pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat 
hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras 
dengan perkembangan zaman”. Hak adat yang secara nyata 
masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan 
masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam 
rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam 
masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum 
dan peraturan perundang – undangan. Dalam rangka 
penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional 
masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan 
dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas – asas 
Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan 
rakyat”. 
f. Pasal 7 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi : ”(1) Setiap orang berhak untuk 
menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum 
internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang 
dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional 
mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara 
Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang 
telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak 
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asasi manusia menjadi hukum nasional’. Yang dimaksud 
dengan upaya hukum disini adalah jalan yang dapat ditempuh 
oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan 
memulihkan hak–haknya yang disediakan oleh hukum 
Indonesia. Dalan pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang 
ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya 
diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut 
pada tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan 
forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila 
tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional”. 
g. Pasal 8 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi:”Perlindungan, pemajuan, penegakkan, 
dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung 
jawab Pemerintah”. Yang dimaksud dengan perlindungan dalam 
pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi manusia. 
h. Pasal 9 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi: ”(1) Setiap orang berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; 
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin”. Dalam hal ini, setiap orang berhak 
atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan 
taraf kehidupan. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi 
yang belum lahir atau orang yang terpidana mati”. 
i. Pasal 10 Undang–Undang Nomo 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi : ”(1) Setiap orang berhak membentuk 
suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung 
atau kehendak bebas calon suami dan calon istri yang 
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kehendak 
bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa 
paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun 
terhadap calon suami atau calon istri. 
j. Pasal 11 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi: ”Setiap orang berhak atas pemenuhan 
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
layak”. 
k. Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia berbunyi: ”Setiap oramg berhak atas 
perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk 
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan 
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 
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beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, 
bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. 
 
Adapun alur kerja trafficking tidak saja berlangsung lintas daerah 























A. Lokasi Penelitian  
Dalam penelitian skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil 
lokasi di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa yang khusus membahas mengenai kasus putusan 
No.597/Pid.B/2013/PN.Mks. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi 
penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini Penulis dapat 
memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang penelitian ini adalah: 
A. Data Primer 
Data primer adalah data mengenai putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No.597/Pid.B/2013/PN.Mks yang diperoleh atau 
bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada 
lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan 
Negeri Sungguminasa. 
B. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
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menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
A. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen–dokumen yang 
berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti. 
B. Interview, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak–
pihak yang berkompeten dan obyek penelitian. Serta meminta 
data–data  kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti 
hakim dan jaksa. 
D. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisa data yang dikumpulkan baik data 
primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian dari 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam lintas waktu, trafficking atau perdagangan orang menjadi isu 
yang terus menggelinding dan terdengar di telinga kita. Berbagai media 
massa, baik cetak maupun elektronik juga kerap memberitakan trafficking 
atau perdagangan orang dengan berbagai modus operandi yang 
dilakukan orang para pelakunya. Trafficking merupakan tindakan 
kejahatan yang mengeksploitasi seseorang, terutama perempuan karena 
dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan, terutama yang tingkat 
pendidikannya rendah dan taraf kehidupan ekonominya tidak memadai. 
Perdagangan orang melibatkan laki-laki, perempuan, dan anak-
anak bahkan bayi sekalipun sebagai “korban”. Sementara agen, calo atau 
sindikat bertindak sebagai yang “memperdagangkan (trafficker)”. Para 
germo, majikan atau pengelola tempat hiburan adalah “pengguna” yang 
mengeksploitasi korban untuk keuntungan mereka yang seringkali 
dilakukan dengan sangat halus sehingga terkadang korban kurang 
menyadarinya. Termasuk dalam kategori pengguna adalah lelaki hidung 
belang yang mengencani perempuan dan anak yang dipaksa menjadi 
pelacur. Pelaku perdagangan orang (trafficker) tidak hanya melibatkan 
organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, 
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perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak 
menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang, yaitu : 
1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jarinan agen/calo-
calonya di daerah adalah trafficker manakala mereka 
memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal 
menyekap calon pekerja imigran di penampungan dan 
menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau 
secara paksa memasukkannya ke indusri seks.  
2. Agen atau calo-calo bisa orang luar seperti tetangga atau teman 
yang dianggap trafficker manakala dalam perekrut mereka 
menggunakan kebohongan, penipuan atau pemalsuan 
dokumen. 
3. Aparat pemerintah adalah trafficker manakala terlibat dalam 
pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan 
memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara 
ilegal. 
4. Majikan adalah trafficker manakala menempatkan pakerjanya 
dalam kondisi eksploitatif seperti, tidak membayar gaji, 
menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, 
memaksa untuk terus bekerja atau menjerat pekerja dalam 
lilitan hutang.  
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5. Suami adalah trafficker manakala ia menikahi perempuan tetapi 
kemudian mengirim istrinya ke tempat lain untuk 
mengekspoitirnya demi keuntungan ekonomi, melakukan 
kekerasan seksual atau memaksanya melakukan prostitusi.  
6. Orangtua dan saudara adalah trafficker manakala mereka 
secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung 
maupun melalui calo kepada majikan di industri seks dan 
lainnya. 
Sementara itu, perdagangan orang baik yang secara langsung 
mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung 
melakukan eksploitasi, antara lain :  
1. Germo yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk 
dipekerjakan sebagai pelacur. 
2. Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks 
lainnya serta para pekerja asing (ekspatriat) dam pebisnis 
internasional yang tinggal sementara disuatu negara. 
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, 
penurut dan mudah diatur. 
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda 




5. Para pebisnis di bidang parawisata yang juga menawarkan jasa 
wisata seks. 
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. 
Modus operandi trafficking saat ini dilakukan dengan secara 
tersembunyi. Faktor ekonomi yang melilitnya dan tawaran pekerjaan yang 
menggiurkan kerap mematikan rasionalitas dan kehati-hatian yang 
bersangkutan. Dalam perdagangan orang atau trafficking, meskipun ada 
juga laki-laki, akan tetapi mayoritas korban trafficking didominasi oleh 
korban yang berusia dibawah 25 tahun. Hal ini disebabkan adanya image 
bahwa perempuan seumur itu masih steril dari beragam penyakit seksual 
menular, seperti HIV/AIDS. Eksploitasi seksual itu terus berlanjut 
mengingat derasnya atau banyaknya permintaan para peminat seks 
komersial yang cukup tinggi. Dalam kasus ini, biasanya korban tidak 
sengaja atau tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam 
perangkap industri seksual, karena pada mulana dijanjikan akan 
dipekerjakan di sektor-sektor lain, yang tentunya lebih terhormat dan 
menjanjikan. 
Dalam kasus trafficking, ada beberapa faktor yang menyebabkan 





1. Faktor Kemiskinan 
Tak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan faktor 
atau alasan terbesar mengapa seseorang melakukan suatu 
tindak pidana atau kejahatan. Dorongan atau hasrat untuk 
selalu dan senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya itulah 
yang kerap membutakan mata dalam hal mencari pekerjaan, 
sehingga untuk demi mendapatkan penghasilan yang cukup 
memadai, orang-orang kadang rela melakukan apa saja. 
2. Kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki 
Rata-rata korban trafficking itu merupakan perempuan dan 
anak-anak, terlebih lagi mereka yang berasal dari pedesaan 
yang hanya berbekal keyakinan dalam diri mereka untuk dapat 
meraih pekerjaan di kota tanpa disertai dengan keterampilan 
dan keahlian, tentu saja dapat menjadi “mangsa” dari oknum-
oknum tertentu dengan mengiming-imingi mereka dengan 
pekerjaan dan gaji yang boleh dibilang cukup memadai untuk 
orang-orang seperti mereka. 
3. Rendahnya Pendidikan 
Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa rata-rata korban 
trafficking itu merupakan perempuan dan anak-anak karena 
rata-rata pendidikan terakhir dari para korban hanya tamatan 
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SD dan SMP dan adapula dikatakan putus sekolah. Hal inilah 
yang kadang menyebabkan orang-orang tersebut kerap kurang 
memahami resiko apa yang dapat mereka jumpai ketika mereka 
melakukan suatu pekerjaan akibat kurangnya pengetahuan 
yang mereka miliki. 
4. Minimnya Kesempatan Kerja 
Dengan basic pengetahuan atau pendidikan yang hanya 
tamatan SD, SMP ataupun SMA, maka untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak mungkin agak sulit, dengan pengetahuan 
yang rendah pula. Apalagi di kota-kota besar seperti ini, orang 
bisa diterima kerja di tempat yang layak dengan melihat 
pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh orang tersebut. 
Sehingga akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan sementara 
harga kebutuhan hidup meningkat, menyebabkan orang 
menutup mata untuk pekerjaan apapun. 
5. Kurangnya Akses Informasi tentang Resiko Pekerjaan 
Banyaknya orang yang kurang mengetahui mengenai bahaya 
dari pekerjaan yang ia geluti. Kadang orang kurang 
memperhatikan bahaya dari pekerjaan yang ia geluti sebab 
yang ia pikirkan hanyalah jumlah penghasilan atau pendapatan 
yang akan dia terima. 
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6. Budaya Konsumtif 
Dengan semakin berkembangnya zaman, tentu saja kebutuhan 
seseorang semakin meningkat, sementara penghasilannya 
belum tentu mencukupi. Misalnya dia telah mempunyai suatu 
barang, misalnya telepon genggam, akan tetapi telepon 
genggam yang dia miliki boleh dibilang sudah ketinggalan 
jaman, sementara teman-temannya sudah memiliki telepon 
genggam yang canggih, secara tidak langsung dia akan 
terpancing untuk mau membeli telepon genggam yang canggih 
tersebut. 
7. Pernikahan Dini 
Pernikahan dini ini memiliki korelasi dengan kemiskinan, sebab 
banyak keluarga miskin yang rela menikahkan anaknya diusia 
dini karena dengan menikahkan anaknya tersebut boleh dibilang 
ia akan mendapatkan keuntungan dari mahar pernikahan 
anaknya tersebut. 
Adapun modus lain yang biasanya mencari tenaga kerja untuk 
bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri 
dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan 
atau membesarkan anak yang dibujuk dengan jeratan utang supaya 
anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian 
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dijual kepada yang menginginkannya. Anak-anak dibawah umur dibujuk 
agar bersedia melayani para pedhofilia dengan memberikan barang-
barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. 
Modus operandi trafficking yang terselubung, menyebabakan 
sulitnya untuk diungkap dan tanggulangi. Dalam hal ini ada beberapa 
faktor yang menyebabkan sulitnya pencegahan dan penanggulangan 
trafficking yaitu : 
1. Trafficking melibatkan jaringan internasional yang sifatnya rapi 
dan terselubung. 
2. Rendahnya kemauan dari para korban untuk melaporkan kasus 
yang dialaminya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya 
intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Selain itu juga ketidaktahuan 
korban mengenai prosedur pengaduan kasus trafficking yang 
dialaminya. 
3. Korban seringkali dibuat tidak berdaya dan tidak sadar bahwa 
dirinya telah terjebak dalam jaringan trafficking. Akses keluar 
juga diputus sehingga sulit untuk meminta pertolongan dari luar. 
Rumitnya masalah atau jaringan trafficking ini, jelas membutuhkan 
penanganan serius dan keterlibatan banyak pihak. Penindakan hukum  
kepada trafficker, sesuai dengan kewenangannya diselenggarakan oleh 
pihak yang berwajib, yakni pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 
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 Harus ada upaya yang serius agar masyarakat mempunyai 
pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang lembaga penyaluran 
tenaga kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan bahaya trafficking 
yang mengancamnya. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat ini 
amatlah penting sebagai modal pokok untuk memutus atau 
menanggulangi trafficking tersebut, jika masyarakat sebagai basis 
rekruitmen sudah memiliki pengetahuan yang memadai, tentunya juga 
akan membuat para calo kesulitan untuk merekrut calon tenaga kerja. 
Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-hal 
yang dicurigai sebagai tindak pidana perdagangan orang kepada pihak 
yang berwenang. 
   Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran 
strategis tersebut adalah dengan menyediakan perangkat hukum yang 
dapat menjerat para pelaku perdagangan orang, sehingga para pelaku 
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi. Dengan kondisi demikian 
masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari kejahatan 
trafficking. Keberadaan perangkat hukum itu juga harus diimbangi dengan 
ketegasan dan keseriusan para penegak hukum, sehingga trafficking 
yang banyak menimpa perempuan dan anak-anak di negeri ini dapat 
dieliminasi seminimal mungkin. 
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A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Putusan No.597/Pid.B/2013/PN.MKS) 
Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis 
hukum pidana materil dalam penanganan tindak pidana perdagangan 
orang. Untuk memahami penerapan hukum terhadap hal tersebut, maka 
penulis dalam hal ini bersandar pada putusan 
No.597/Pid.B/2013/PN.MKS. 
1. Posisi Kasus 
Berawal dari Informasi masyarakat yang tidak mau diketahui 
identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin 
UPA sering mengadakan atau memperdagangkan orang dengan 
tujuan untuk eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu 
HARI PAMUJI, SH. bersama saksi ipda ABDUL SAMAD, SH. dan 
anggota lainnya mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau 
dan mencari tau kegiatan orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA 
Bin DG.MOLA dan ILHAM Alias lLO Bin UPA. 
Kemudian setelah mengetahui orang dan nomor teleponnya, 
salah satu anggota dari Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA  menyamar dengan nama Mas DANI yang 
berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu tanggal 02 
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Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi menelpon terdakwa I dan 
janjian bertemu di Cafe Zona Jl.Pasar Ikan Kota Makassar, setelah 
saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI bertemu dengan 
terdakwa I HASNIA Alias BUNDA bersama-sama terdakwa II ILHAM 
Alias ILO Bin UPA untuk berkenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura 
menanyakan mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual 
kepada pelanggan.  
Setelah pertemuan tersebut saksi telah memastikan kebenaran 
informasi yang didapatkan, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 
2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias 
Mas DANl kembali menelpon terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Bin 
DG.MOLA dengan berpura-pura memesan perempuan yang masih 
dibawah umur dengan bayaran sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta 
rupiah) dan terdakwa I siap asalkan ditambah Rp 1.000.000 (satu juta 
rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat dan 
janjian bertemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, 
namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I terlebih dahulu 
menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan apakah 
kamu masih perawan atau tidak ? Dan saksi korban menjawab  "ia 
saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada 
tamu saya yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti akan 
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diberikan uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi 
korban NURFADILLAH langsung menyetujui karena dia juga sedang 
membutuhkan uang. 
Kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke 
Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa 
wanita/dibawah umur yaitu saksi korban NURFADILLA Alias DILLA 
yang pada saat itu baru berusia 14 tahun 8 bulan yang akan 
diperdagangkan, setelah tiba di Hotel Celebes terdakwa I langsung 
menemui saksi HARY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANl yang 
terlebih dahulu menunggu pada salah satu kamar di Hotel Celebes lalu 
terdakwa I memperkenalkan saksi korban NURFADILLAH Alias DILLA 
kepada saksi GANY ALAMSYAH Alias Mas DANI setelah itu saksi 
GANY ALAMSYAH Alias MAS DANI menyerahkan uang kepada 
terdakwa I sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 
sebagai panjar dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp 
9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi 
korban selesai digauli layaknya suami istri. 
Setelah uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian 
terdakwa II datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Alias MAS DANl 
dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada 
saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI, lalu terdakwa I 
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keluar dari kamar dan bersama dengan terdakwa II menunggu di Lobi 
Hotel.  
Setelah itu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI 
langsung menelepon rekan saksi bahwa transaksi telah selesai 
dilakukan sehingga saksi diberitahukan dan rekan lainnya untuk 
menangkap terdakwa HASNIA Alias BUNDA bersama terdakwa ILHAM 
UPA Alias ILO yang sedang berada di Lobi Hotel. 
 Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke 
Lobi Hotel dan langsung mengamankan kedua terdakwa kemudian 
saksi meninginterogasi dan kedua terdakwa tersebut membenarkan 
bahwa benar terdakwa telah menjual perempuan NURFADILLAH 
kepada orang yang mengaku Mas Dani dengan harga Rp 11.000.000,- 
(sebelas juta rupiah), namun dibayar baru sebesar Rp 1.500.000,- 
(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan uang 
tersebut dan saat itu terdakwa HASNIA Alias BUNDA mengeluarkan 
dari kantong celananya uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) tersebut dan uang sebesar Rp 83.000,- (delapan 
puluh tiga ribu rupiah) sisa dari pembelian kondom. 
Saksi juga menanyakan telepon genggam yang dipakai 
berhubungan dengan Mas Dani lalu terdakwa memperlihatkan telepon 
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genggam milik terdakwa merk Nokia type 302 warna putih, setelah itu 
saksi mengamankan kedua terdakwa tersebut bersama barang 
buktinya dan setelah saksi selesai menginterogasi paraa terdakwa 
saksi langsung menuju ke kamar 206 Hotel Celebes dimana rekan dari 
anggota yang menyamar selaku Mas Dani memesan perempuan 
NURFADILLAH berada untuk mengamankan barang bukti berupa 
kondom yang diserahkan oleh terdakwa ILHAM UPA Alias ILO kepada 
MAS DANI, kemudian semuanya diamankan lalu dibawa ke Kantor 
Ditreskrimum Polda SulSel untuk dimintai keterangan 
mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Pertama : 
Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO 
Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-
sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 
16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 
Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang 
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
turut melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran  
atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari   orang  
yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik 
Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
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Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau 
menyebutkan identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias 
BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II 
ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sering memperdagangkan orang 
atau anak dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi 
seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI 
bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan anggota lainnya dari 
Ditreskrimum mulai melakukan penyelidikan dengan cara 
memantau dan mencari tau orang yang bernama HASNIA Alias 
BUNDA dan ILHAM Als.lLO Bin UPA, setelah pemantauan 
dilakukan dan mengetahui orang beserta nomor teleponnya, 
salah satu anggota dari Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI 
dan berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu 
tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi 
menelpon terdakwa I dan janjian ketemuan di Cafe Zona 
Jl.Pasar ikan Makassar, setelah saksi ketemu dengan terdakwa 
I untuk kenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan 
mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada 
pelanggan, setelah pertemuan tersebut saksi telah memastikan 
kebenaran informasi yang didapatkan, maka pada hari Jum'at 
tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa 
I HASNIA Als.BUNDA Bin DG.MOLA dengan berpura-pura 
memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan 
bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 
terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta 
rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I 
sepakat dan janjian ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 
Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban 
NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan 
atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih 
perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku 
yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti dikasi uang 
sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban 
NURFADILLAH langsung mengiyakan, kemudian sekitar jam 
16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita yaitu 
saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang akan 
diperdagangkan, setelah tiba di Hotel Celebes terdakwa I 
langsung menemui saksi HARY ALAMSYAH HATTA Als.Mas 
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DANI yang lebih dahulu menunggu pada salah satu kamar Hotel 
Celebes lalu terdakwa I memperkenalkan saksi korban 
NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi GANY ALAMSYAH 
Als.Mas DANI setelah itu saksi GANY ALAMSYAH Als. MAS 
DANI menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar 
Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar 
dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- 
(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi 
korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar 
diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui 
saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa 
kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II 
bersama saksi korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di 
salah satu kamar Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar dengan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai 
pelanggan yang memesan wanita untuk diajak berkencan 
layaknya suami istri yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA 
Als.Mas DANI langsung menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI 
yang sedang menunggu di depan Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan 
saksi Ipda ABD.SAMAD. menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk 
mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita 
barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga 
ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 
302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan 
isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrimum 
polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan 
terdakwa I kepada saksi korban FADILLA AliasDILLA  sebesar  
Rp 5.000.000.-  (lima  juta  rupiah)  sedangkan  harga  yang 
ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp 10.000.000.- 
(sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan 
keuntungan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II 
sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain 
saksi korban FADILLA Alias DILLA yang diperdagangkan/dijual 
oleh terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, namun masih 
ada beberapa perempuan sebelumnya yang telah terdakwa I 
dan II rekrut dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau 
terdakwa I dan II mendapat keuntungan dengan cara   terdakwa 
I memasang bayaran rata-rata Rp 500.000 (lima ratus ribu 
rupiah) kepada pelanggan yang ingin berhubungan badan 
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layaknya suami istri, dari bayaran tersebut terdakwa I mendapat 
bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II 
mendapat Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). 
Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA 
dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU.RI. No.21 tahun 2007 
tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang Jo. 
Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. 
Atau  
Kedua :   
Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLAbersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin 
UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri 
pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 
2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan 
mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau diketahui 
identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti 
DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA 
Alias ILO Bin UPA sering memperdagangkan orang atau anak 
dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, dari 
informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI bersama saksi ipda 
ABDUL SAMAD dan anggota lainnya mulai melakukan 
penyelidikan dengan cara memantau dan mencari tau kegiatan 
orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM Als.lLO 
Bin UPA, setelah mengetahui orang beserta nomor teleponnya, 
salah satu anggota dari Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI 
dan berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu 
tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi 
menelpon terdakwa I dan janjian ketemuan di Cafe Zona 
Jl.Pasar ikan Makassar, setelah saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA Als.Mas DANI ketemu dengan terdakwa I HASNIA Alias 
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BUNDA bersama-sama terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA 
untuk kenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan 
mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada 
pelanggan, setelah pertemuan tersebut GANY ALAMSYAH 
HATTA Als.Mas DANI telah memastikan kebenaran informasi 
yang didapatkan, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 
2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA 
Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa I dengan berpura-
pura memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan 
bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 
terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta 
rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I 
sepakat lalu janjian ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 
Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban 
NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan 
atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih 
perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku 
yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti dikasi uang 
sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban 
NURFADILLAH langsung mengiyakan, sekitar jam 16.30 Wita 
terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita/anak dibawah 
umur yaitu saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang pada 
saat itu baru berusia 14 tahun 8 bulan (lahir 06 Juni 1998) yang 
akan diperdagangkan ketempat yang ditentukan yaitu Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, setibanya di Hotel 
Celebes terdakwa I langsung menemui saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kemudian terdakwa I 
memperkenalkan saksi korban NURFADILLAH Alias DILLA 
kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada 
terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) sebagai panjar dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar 
Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 
setelah saksi korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah 
uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II 
datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI 
dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan 
kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah 
terdakwa I dan II bersama saksi korban NURFADILLA 
Als.DILLA bertemu di salah satu kamar Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin Makassar dengan petugas Kepolisian yang 
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menyamar sebagai pelanggan yang memesan wanita untuk 
diajak berkencan layaknya suami istri yaitu saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung menelpon saksi 
Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di depan Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi 
Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda ABD.SAMAD. menuju ke Lobi 
Hotel Celebes untuk mengamankan terdakwa I dan terdakwa II 
kemudian disita barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- 
(delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam 
merk Nokia type 302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom 
merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke 
Kantor Ditreskrimum polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa 
bayaran yang dijanjikan terdakwa I kepada saksi korban 
FADILLA AliasDILLA  sebesar  Rp.5.000.000.-  (lima  juta  
rupiah)  sedangkan  harga  yang ditawarkan kepada pelanggan 
sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga 
terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta 
rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu 
rupiah). Bahwa selain saksi korban FADILLA Alias DILLA yang 
diperdagangkan/dijual oleh terdakwa II kepada laki-laki hidung 
belang, namun masih ada beberapa perempuan sebelumnya 
yang telah terdakwa I dan II rekrut dan dijadikan sebagai mata 
pencaharian atau terdakwa I dan II mendapatkan keuntungan 
dengan cara terdakwa I memasang tarif rata-rata Rp500.000 
(lima ratus riburupiah) kepada pelanggan yang ingin 
berhubungan badan layaknya suami istri,dari bayaran tersebut 
terdakwa I mendapatkan bagian Rp 200.000.- (dua ratus ribu 
rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 50.000.- (lima puluh ribu 
rupiah) setiap terdakwa II mengantar wanita yang dipesan oleh  
tamu terdakwa I. 
Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA 
dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU.RI. No.23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.   
Atau  
Ketiga : 
Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO 
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Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-
sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 
16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 
Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang 
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau diketahui 
identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti 
DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA 
Alias ILO Bin UPA sering mengadakan, memudahkan perbuatan 
cabul atau memperdagangkan orang dengan tujuan untuk 
eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI 
PAMUJI bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan Anggota 
lainnya mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau 
dan mencari tau kegiatan orang yang bernama HASNIA Alias 
BUNDA dan ILHAM Als.lLO Bin UPA, setelah mengetahui orang 
beserta nomor teleponnya, salah satu Anggota dari 
Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA menyamar dengan nama Mas DANI lalu menelpon dan 
kemudian janjian ketemuan pada saat saksi ketemu dengan 
terdakwa I HASNIA Alias BUNDA dan terdakwa II ILHAM Alias 
ILO Bin UPA, setelah saksi GANY ALAMSYAH HATTA telah 
memastikan kebenaran informasi yang didapatkan tersebut, 
maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 
13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI 
kembali menelpon terdakwa I dengan berpura-pura memesan 
perempuan yang masih dibawah umur dengan bayaran sebesar 
Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I siap 
asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi, 
kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat lalu 
janjian ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar, sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I 
menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan 
apakah kamu masih perawan atau tidak? Dan saksi korban 
menjawab "ia saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan 
bagaimana ada tamuku yang mau perawan, kalau mau 
meladeni nanti dikasi uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta 
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rupiah) dan saksi korban NURFADILLAH langsung mengiyakan, 
sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa 
saksi korban NURFADILLA Alias DILLA dan tiba di Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, langsung 
menemui saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI 
kemudian terdakwa I memperkenalkan saksi korban 
NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi, dan saksi 
menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- 
(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sesuai 
kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta 
lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi korban selesai 
digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar diterima oleh 
terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui saksi GANY 
ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa kondom merk 
Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II bersama saksi 
korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di salah satu kamar 
Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan 
petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan yang 
memesan wanita untuk diajak berkencan layaknya suami istri 
yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung 
menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di 
depan Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar 
selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda 
ABD.SAMAD menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk 
mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita 
barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga 
ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 
302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan 
isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrimum 
polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan 
terdakwa I kepada saksi korban FADILLA AliasDILLA  sebesar  
Rp.5.000.000.-  (lima  juta  rupiah)  sedangkan  harga  yang 
ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000.000.- 
(sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan 
keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II 
sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain 
saksi korban FADILLA Alias DILLA yang direkrut/dijualoleh 
terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, ada beberapa 
perempuan yang direkrut/dijualdan dijadikan sebagai mata 
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pencaharian atau terdakwa I dan terdakwa II mendapat 
keuntungan dengan cara ditawarkan kepada pelanggan yang 
ingin berbuat cabul atau berhubungan badan layaknya suami 
istri, maka terdakwa I dan II sengaja mengadakan atau 
memudahkan perbuatan cabul tersebut dengan imbalan uang 
sebagai jasa perantara. 
 Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti 
DG.MOLA dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 
KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 
Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya 
mohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar 
menjatuhkan putusan : 
1. Menyatakan Terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA 
dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA terbukti bersalah 
bersama-sama melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan 
Pertama Pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASNIA Alias BUNDA 
Binti DG. MOLA dengan penjara selama 6 ( enam ) tahun dan 
terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para 
terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap 
ditahan dan pidana denda masing-masing Rp. 120.000.000.- 
(seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 warna 
putih 
2. 1 (satu) dos kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah 
Dirampas untuk di musnahkan. 
Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 
lembar dan uang tunai sebesar Rp 83.000.- (delapan puluh tiga 
ribu Rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 
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lembar, uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 6 lembar, uang 
pecahan dua ribu rupiah sebanyak 1 lembar dan uang pecahan 
seribu rupiah sebanyak 1 lembar, dikembalikan kepada yang 
berhak yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias MAS dani. 
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar 
biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu 
rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Adapun Amar Putusan dalam Kasus No.597/Pid.B/2013/PN.Mks 
adalah sebagai berikut: 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan terdakwa I HASNIA Aliasa BUNDA Binti DG.MOLA, 
terdakwa II  ILHAM UPA alias ILO Bin UPA terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perdagangan 
Orang" 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I HASNIA Aliasa BUNDA 
Binti DG.MOLA, terdakwa II ILHAM UPA alias ILO Bin UPA 
tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing 
selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar 
Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) 
bulan kurungan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1. 1 (satu) buah telepon genggam merk nokia type 302 warna 
putih 
2. 1 (satu) dos kondom merk vista dengan isi 3 (tiga) buah 
Dirampas untuk dimusnahkan.  
Uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima 
belas) lembar dan uang tunai sebesar Rp 83.000,- (delapan 
puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah 
sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah 
sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan dua ribu rupiah 
sebanyak 1 lembar dan uang pecahan seribu rupiah sebanyak 1 
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(satu) lembar, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA Alias MASDANI; 
6. Membebankan   kepada   Terdakwa   untuk   membayar   biaya   
perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Komentar Penulis 
Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana materiil 
dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Penerapan hukum 
pidana dalam kasus ini akan ditelaah dari segi hukum pidana materiil. 
Menurut Satochid Kartanegara (Bambang Waluyo, 2008:6), 
hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang : 
1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman 
(strafbarefeiten). 
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain 
mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana. 
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 
 
Pertama-tama akan ditinjau atau dilihat dari dakwaan penuntut 
umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana 
karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan 
memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, 
suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditetapkan. 
Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan surat dakwaan alternatif yang berarti bahwa hakim 
harus memilih salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan 
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dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-
fakta dalam proses persidangan.  
Terdakwa dalam kasus ini dikenakan dakwaan pertama yaitu 
melanggar ketentuan pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 (1) ke 
1 KUHP. 
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Jaksa 
Penuntut Umum Haedar pada tanggal 28 Januari 2015, 
mengemukakan bahwa : 
Pasal yang diterapkan Jaksa Penutut Umum sudah tepat yaitu 
Pasal 2 ayat (1) UU RI 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dimana terdakwa I di tuntut 6 (enam) 
tahun dan terdakwa II 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa 
dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan dan 
pidana denda masing-masing Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 
rupiah) Subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara. 
 
Menurut pendapat penulis, penerapan sanksi pidana materiil 
yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena 
penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang  
semuanya terbukti, berikut akan penulis uraikan unsur-unsur tersebut : 
1. Unsur setiap orang; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 
menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 adalah orang 
perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum 
penyandang hak dan kewajiban.  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum 
menghadapkan dan menghadirkan HASNIA Alias BUNDA 
Binti DG. MOLA dan Terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin 
78 
 
UPA, yang didudukan sebagai Para Terdakwa, yang mana 
kedua terdakwa tersebut dipersidangan dapat menjawab 
semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, 
termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua, bahwa atas 
pertanyaan Hakim Ketua tentang identitas diri mereka yang 
mana atas pengakuannya setelah dicocokan dengan 
identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan 
Penuntut Umum adalah sama, sehingga Majelis Hakim 
perkesimpulan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, 
bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan 
kepadanya, mereka menyatakan telah mengerti, serta dalam 
persidangan perkara ini mereka menyatakan akan 
menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum. 
Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi; 
2. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut 
di wilayah Negara Republik Indonesia"; 
Menimbang, bahwa unsur ke dua ini mempunyai 
pengertian alternative, yang mana untuk dapat dinyatakan 
bahwa unsur ini telah terpenuhi tidak harus semua sub unsur 
terbukti, jadi cukup salah satu sub unsur terpenuhi dapatlah 
dinyatakan unsur kedua ini terbukti; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan 
adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, 
membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau 
komunitasnya, 
Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi Seksual 
adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual 
atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan 
keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua 
kegiatan pelacuran dan pencabulan; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA, S.IKA yang merupakan anggota polri 
pada Polda Sulselbar, yang sebelumnya sudah dapat 
informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I bisa 
79 
 
mencarikan anak perempuan yang dapat diajak berkencan, 
kemudian pada saat berkenalan dengan terdakwa I HASNIA 
Alias BUNDA Binti DG.MOLA mengaku denan nama Mas 
Dani, selanjutnya saksi memesan kepada Terdakwa I untuk 
dicarikan anak yang dapat diajak berkencan dan atas 
pesanannya saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK 
terdakwa I menyetujuinya dengan imbalan Rp 10.000.000,- 
untuk gadis yang bisa diajak berhubungan badan layaknya 
suami istri. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 
2013 sekitar jam 15.00 Wita saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA, S.IK menuju ke Hotel Celebes, dalam rangka 
melakukan hasil kesepakatan terdakwa I HASNIA Alias 
BUNDA Binti DG. MOLA tentang pesanannya, bahwa sekitar 
jam 16.30 Wita terdakwa I HASNIA Alias BUNDA bersama 
terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA mengantarkan 
perempuan yang masih dibawah umur sesuai kesepakatan 
dengan saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas 
Dani ke Lobi Hotel Celebes, jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar kemudian terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti 
DG.MOLA memperkenalkan anak tersebut kepada saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK alias Mas Dani dan 
mengaku bernama NURFADILLAH berusia 14 tahun, 
kemudian saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK alias Mas 
Dani bersama terdakwa HASNIA dan BUNDA dan 
perempuan NURFADILLAH menuju ke kamar 206 Hotel 
Celebes, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 
terdakwa HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA sebagai 
uang panjar dan sesuai kesepakatan antara saksi dan 
terdakwa HASNIA Alias BUNDA sisanya sebesar Rp 
9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 
setelah perempuan NURFADILLAH selesai digauli layaknya 
suami istri. Setelah itu terdakwa HASNIA Alias BUNDA 
keluar dari kamar dan menuju Lobi Hotel untuk menunggu 
kemudian datang terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA 
membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada 
saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas Dani lalu 
terdakwa II ILHAM Alias ILO keluar dari kamar Hotel, 
selanjutnya saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas 
Dani, menelpon anggota Tem yaitu saksi Ipda Abd. Samad, 
SH dan Iptu Hari Pamuji, SH, untuk mengamankan para 
terdakwa hal ini dilakukan saksi GANY ALAMSYAH HATTA, 
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S.IK Alias Mas Dani dalam rangka mengungkapkan dan 
memberantas perdagangan anak, keterangan saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA, S.IK bersesuaian dengan keterangan 
saksi Ipda Abd.Samad, SH dan Iptu Hari Pamuji, SH yang 
dibenarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II. 
Menimbang, bahwa  berdasarkan keterangan saksi 
NURFADILLAH yang menyatakan bahwa benar terdakwa I 
pernah menghubungi saksi dan menawarkan kepada saksi 
untuk melayani tamunya terdakwa I yakni melakukan 
hubungan layaknya suami istri dengan imbalan Rp 
5.000.000,- dan atas tawaran tersebut saksi menyetujui 
karena sangat membutuhkan uang, kemudian saksi pada 
hari Jum’at tanggal 08 Februari 2013 sekitar jam 16.00 wita 
saksi oleh terdakwa I dan II diantar menuju Hotel Celebes, 
selanjutnya setelah di Hotel Celebes terjadilah penangkapan 
kepada terdakwa I dan II; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas, membuktikan bahwa saksi Nurfadillah di Hotel 
Celebes diantar terdakwa I dan II, yang sebelumnya antara 
saksi Nurfadillah dengan terdakwa I (Hasnia alias Bunda) 
telah ada kesepakatan tentang kesediaan saksi Nurfadillah 
melayani Mas Dani layaknya suami istri dengan janji imbalan 
uang, serta hal-hal yang terjadi di Hotel Celebes pada saat 
itu yang kemudian terjadilah penangkapan terdakwa I dan II 
bila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan 
perekrutan sebagaimana maksud dalam unsur pada pasal 2 
(1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Perdagangan Anak, menurut Majelis Hakim unsur ad.2 telah 
terpenuhi. 
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan perbuatan”;   
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 
terungkap dari keterangan terdakwa HASNIA Alias BUNDA 
bahwa awalnya menyampaikan kepada terdakwa II ILHAM 
Alias ILO Bin UPA bahwa hendak mencari orang yang 
masih perawan untuk meladeni tamunya untuk melakukan 
layaknya suami istri kemudian terdakwa I dan terdakwa II 
menuju ke Pasar Cidu menemui saksi NURFADILLAH yang 
sebelumnya, telah disepakati ketemu di Pasar Cidu, setelah 
tiba di Pasar Cidu terdakwa I HASNIA Alias BUNDA 
menyampaikan ke saksi NURFADILLAH langsung 
menjawab ia, nanti saya, berapa bayarannya kemudian 
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terdakwa II menjawab lagi bayarannya Rp 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) tapi bagi dua, saksi NURFADILLAH 
menyetujuinya dengan alasan butuh uang untuk keperluan 
sehari-hari, sehingga akhirnya saksi NURFADILLAH di 
bonceng oleh terdakwa II ILHAM Alias ILO menuju ke Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin. Setelah tiba di Hotel 
Celebes terdakwa II pergi membeli alat kontrasepsi berupa 
kondom merk Viesta kemudian diberikan kepada orang yang 
menyamar selaku pelanggan, setelah itu terdakwa II ILHAM 
ke Lobi Hotel menunggu, dan menurut keterangan terdakwa 
II ILHAM Alias ILO bahwa terdakwa membonceng saksi 
NURFADILLAH menuju Hotel Celebes terdakwa dijanjikan 
bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 
namun sebelumnya apabila terdakwa mengantar 
perempuan ketempat yang ditentukan dalam hal bekerja 
meladeni pelanggan terdakwa I tersebut terdakwa II 
mendapatkan bayaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah), bahwa tentang apa yang dilakukan terdakwa II 
adalah bersesuaian dengan keterangan saksi 
NURFADILLAH bahwa yang mengantar saksi ke Hotel 
Celebes adalah terdakwa II dengan memakai sepeda motor, 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan 
pertimbangan tersebut diatas yakni peranan Terdakwa I dan 
II dalam perkara ini Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta 
melakukan terpenuhi oleh karena itu unsur ad. 3 dakwaan 
Penuntut Umum pertama terpenuhi.  
 
Setelah memperhatikan unsur-unsur diatas terdakwa 
telah sesuai divonis Tindak Pidana Perdagangan Orang 
karena selain kesemua unsur pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti 
secara sah dan meyakinkan, SAKSI NURFADILLAH  pada 
saat proses penyidikan tidak ditemukan dalam keadaan 
bugil sehingga yang terbukti ditempat kejadian perkara 
adalah delik Tindak Pidana Perdagangan Orang walaupun 
anak tersebut dibawah umur. Alasan kedua mengapa 
penulis setuju yaitu saksi NURFADILLAH tidak dalam 
keadaan terpaksa dan juga mendapat keuntungan untuk 




B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 
597/Pid.B/2013/PN.Mks 
Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang 
statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para 
pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan 
dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. 
Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi 
juga memenuhi rasa keadilan. 
Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwaan oleh 
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penuntut umum. Dapat dikatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis ini 
secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No.597/Pid.B/2013/PN.Mks, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan 
persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. 
Perk. PDM-181/Mks/Ep/04/2013, tertanggal 18 April 2013, yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
Pertama : 
Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO 
Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-
sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 
16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 
Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang 
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
turut melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran  
atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari   orang  
yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik 
Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau 
menyebutkan identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias 
BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II 
ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sering memperdagangkan orang 
atau anak dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi 
seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI 
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bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan anggota lainnya dari 
Ditreskrimum mulai melakukan penyelidikan dengan cara 
memantau dan mencari tau orang yang bernama HASNIA Alias 
BUNDA dan ILHAM Als.lLO Bin UPA, setelah pemantauan 
dilakukan dan mengetahui orang beserta nomor teleponnya, 
salah satu anggota dari Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI 
dan berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu 
tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi 
menelpon terdakwa I dan janjian ketemuan di Cafe Zona 
Jl.Pasar ikan Makassar, setelah saksi ketemu dengan terdakwa 
I untuk kenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan 
mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada 
pelanggan, setelah pertemuan tersebut saksi telah memastikan 
kebenaran informasi yang didapatkan, maka pada hari Jum'at 
tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa 
I HASNIA Als.BUNDA Bin DG.MOLA dengan berpura-pura 
memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan 
bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 
terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta 
rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I 
sepakat dan janjian ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 
Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban 
NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan 
atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih 
perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku 
yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti dikasi uang 
sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban 
NURFADILLAH langsung mengiyakan, kemudian sekitar jam 
16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita yaitu 
saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang akan 
diperdagangkan, setelah tiba di Hotel Celebes terdakwa I 
langsung menemui saksi HARY ALAMSYAH HATTA Als.Mas 
DANI yang lebih dahulu menunggu pada salah satu kamar Hotel 
Celebes lalu terdakwa I memperkenalkan saksi korban 
NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi GANY ALAMSYAH 
Als.Mas DANI setelah itu saksi GANY ALAMSYAH Als. MAS 
DANI menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar 
Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar 
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dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- 
(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi 
korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar 
diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui 
saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa 
kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II 
bersama saksi korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di 
salah satu kamar Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar dengan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai 
pelanggan yang memesan wanita untuk diajak berkencan 
layaknya suami istri yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA 
Als.Mas DANI langsung menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI 
yang sedang menunggu di depan Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan 
saksi Ipda ABD.SAMAD. menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk 
mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita 
barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga 
ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 
302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan 
isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrimum 
polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan 
terdakwa I kepada saksi korban FADILLA AliasDILLA  sebesar  
Rp 5.000.000.-  (lima  juta  rupiah)  sedangkan  harga  yang 
ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp 10.000.000.- 
(sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan 
keuntungan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II 
sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain 
saksi korban FADILLA Alias DILLA yang diperdagangkan/dijual 
oleh terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, namun masih 
ada beberapa perempuan sebelumnya yang telah terdakwa I 
dan II rekrut dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau 
terdakwa I dan II mendapat keuntungan dengan cara   terdakwa 
I memasang bayaran rata-rata Rp 500.000 (lima ratus ribu 
rupiah) kepada pelanggan yang ingin berhubungan badan 
layaknya suami istri, dari bayaran tersebut terdakwa I mendapat 
bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II 
mendapat Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). 
Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA 
dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU.RI. No.21 tahun 2007 
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tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang Jo. 
Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. 
Atau  
Kedua :   
Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLAbersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin 
UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri 
pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 
2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan 
mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau diketahui 
identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti 
DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA 
Alias ILO Bin UPA sering memperdagangkan orang atau anak 
dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, dari 
informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI bersama saksi ipda 
ABDUL SAMAD dan anggota lainnya mulai melakukan 
penyelidikan dengan cara memantau dan mencari tau kegiatan 
orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM Als.lLO 
Bin UPA, setelah mengetahui orang beserta nomor teleponnya, 
salah satu anggota dari Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI 
dan berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu 
tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi 
menelpon terdakwa I dan janjian ketemuan di Cafe Zona 
Jl.Pasar ikan Makassar, setelah saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA Als.Mas DANI ketemu dengan terdakwa I HASNIA Alias 
BUNDA bersama-sama terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA 
untuk kenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan 
mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada 
pelanggan, setelah pertemuan tersebut GANY ALAMSYAH 
HATTA Als.Mas DANI telah memastikan kebenaran informasi 
yang didapatkan, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 
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2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA 
Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa I dengan berpura-
pura memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan 
bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 
terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta 
rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I 
sepakat lalu janjian ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 
Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban 
NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan 
atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih 
perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku 
yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti dikasi uang 
sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban 
NURFADILLAH langsung mengiyakan, sekitar jam 16.30 Wita 
terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita/anak dibawah 
umur yaitu saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang pada 
saat itu baru berusia 14 tahun 8 bulan (lahir 06 Juni 1998) yang 
akan diperdagangkan ketempat yang ditentukan yaitu Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, setibanya di Hotel 
Celebes terdakwa I langsung menemui saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kemudian terdakwa I 
memperkenalkan saksi korban NURFADILLAH Alias DILLA 
kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada 
terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) sebagai panjar dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar 
Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 
setelah saksi korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah 
uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II 
datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI 
dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan 
kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah 
terdakwa I dan II bersama saksi korban NURFADILLA 
Als.DILLA bertemu di salah satu kamar Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin Makassar dengan petugas Kepolisian yang 
menyamar sebagai pelanggan yang memesan wanita untuk 
diajak berkencan layaknya suami istri yaitu saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung menelpon saksi 
Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di depan Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi 
Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda ABD.SAMAD. menuju ke Lobi 
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Hotel Celebes untuk mengamankan terdakwa I dan terdakwa II 
kemudian disita barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- 
(delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam 
merk Nokia type 302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom 
merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke 
Kantor Ditreskrimum polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa 
bayaran yang dijanjikan terdakwa I kepada saksi korban 
FADILLA AliasDILLA  sebesar  Rp.5.000.000.-  (lima  juta  
rupiah)  sedangkan  harga  yang ditawarkan kepada pelanggan 
sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga 
terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta 
rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu 
rupiah). Bahwa selain saksi korban FADILLA Alias DILLA yang 
diperdagangkan/dijual oleh terdakwa II kepada laki-laki hidung 
belang, namun masih ada beberapa perempuan sebelumnya 
yang telah terdakwa I dan II rekrut dan dijadikan sebagai mata 
pencaharian atau terdakwa I dan II mendapatkan keuntungan 
dengan cara terdakwa I memasang tarif rata-rata Rp500.000 
(lima ratus riburupiah) kepada pelanggan yang ingin 
berhubungan badan layaknya suami istri,dari bayaran tersebut 
terdakwa I mendapatkan bagian Rp 200.000.- (dua ratus ribu 
rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 50.000.- (lima puluh ribu 
rupiah) setiap terdakwa II mengantar wanita yang dipesan oleh  
tamu terdakwa I. 
Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA 
dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU.RI. No.23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.   
Atau  
Ketiga : 
Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO 
Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-
sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 
16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 
Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang 
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
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Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau diketahui 
identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti 
DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA 
Alias ILO Bin UPA sering mengadakan, memudahkan perbuatan 
cabul atau memperdagangkan orang dengan tujuan untuk 
eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI 
PAMUJI bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan Anggota 
lainnya mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau 
dan mencari tau kegiatan orang yang bernama HASNIA Alias 
BUNDA dan ILHAM Als.lLO Bin UPA, setelah mengetahui orang 
beserta nomor teleponnya, salah satu Anggota dari 
Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA menyamar dengan nama Mas DANI lalu menelpon dan 
kemudian janjian ketemuan pada saat saksi ketemu dengan 
terdakwa I HASNIA Alias BUNDA dan terdakwa II ILHAM Alias 
ILO Bin UPA, setelah saksi GANY ALAMSYAH HATTA telah 
memastikan kebenaran informasi yang didapatkan tersebut, 
maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 
13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI 
kembali menelpon terdakwa I dengan berpura-pura memesan 
perempuan yang masih dibawah umur dengan bayaran sebesar 
Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I siap 
asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi, 
kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat lalu 
janjian ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin 
Makassar, sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I 
menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan 
apakah kamu masih perawan atau tidak? Dan saksi korban 
menjawab "ia saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan 
bagaimana ada tamuku yang mau perawan, kalau mau 
meladeni nanti dikasi uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta 
rupiah) dan saksi korban NURFADILLAH langsung mengiyakan, 
sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa 
saksi korban NURFADILLA Alias DILLA dan tiba di Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, langsung 
menemui saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI 
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kemudian terdakwa I memperkenalkan saksi korban 
NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi, dan saksi 
menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- 
(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sesuai 
kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta 
lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi korban selesai 
digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar diterima oleh 
terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui saksi GANY 
ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa kondom merk 
Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH 
HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II bersama saksi 
korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di salah satu kamar 
Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan 
petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan yang 
memesan wanita untuk diajak berkencan layaknya suami istri 
yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung 
menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di 
depan Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar 
selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda 
ABD.SAMAD menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk 
mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita 
barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga 
ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 
302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan 
isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrimum 
polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan 
terdakwa I kepada saksi korban FADILLA AliasDILLA  sebesar  
Rp.5.000.000.-  (lima  juta  rupiah)  sedangkan  harga  yang 
ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000.000.- 
(sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan 
keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II 
sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain 
saksi korban FADILLA Alias DILLA yang direkrut/dijualoleh 
terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, ada beberapa 
perempuan yang direkrut/dijualdan dijadikan sebagai mata 
pencaharian atau terdakwa I dan terdakwa II mendapat 
keuntungan dengan cara ditawarkan kepada pelanggan yang 
ingin berbuat cabul atau berhubungan badan layaknya suami 
istri, maka terdakwa I dan II sengaja mengadakan atau 
memudahkan perbuatan cabul tersebut dengan imbalan uang 
sebagai jasa perantara. 
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Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA 
dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur 
dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-
1 KUHP. 
Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, 
para terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan para terdakwa 
tidak mengajukan keberatan (Eksepsi); 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, 
Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi 
yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah 
menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
1. NURFADILLAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah 
sebagai berikut :  
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASNIA karena terdakwa 
adalah tante saksi dan terdakwa ILHAM UPA Alias ILO 
sebelumnya saksi tidak kenal nanti setelah saksi bertemu di 
Pasar Cidu Jalan Tinumbu baru saksi kenal. 
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 februari 2013 sekitar 
pukul 15.00 Wita saksi bertemu dengan para terdakwa di Pasar 
Cidu Jalan Tinumbu, kemudian para terdakwa mengajak saksi 
ke Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa benar awalnya saksi yang menelpon terdakwa HASNIA 
Alias BUNDA untuk menanyakan sesuatu, namun saksi disuruh 
untuk menemui terdakwa HASNIA Alias BUNDA di Pasar Ciduk 
kemudian setelah saksi berada di Pasar Ciduk saksi bertemu 
dengan terdakwa Hasnia dan Ilham Upa Alias Ilo Bin UPA lalu 
saat itu saksi diajak pergi naik motor. 
- Bahwa benar sewaktu saksi bertemu dengan terdakwa Hasnia 
Alias Bunda saksi disampaikan bahwa ada yang mau membeli 
keperawanan saksi seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) 
kalau saksi benar-benar masih perawan. 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 februari 
2013 sekitar pukul 16.30 Wita dan bertempat di Hotel Celebes 
Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Hasnia 
bersama terdakwa Ilham Upa di Pasar Ciduk saksi langsung 
ditawari ada yang mau membeli keperawanan saksi seharga 
Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saat itu saksi langsung 
mengiyakan karena saksi sangat membutuhkan uang. 
- Bahwa benar terdakwa HASNIA Alias BUNDA menjanjikan uang 
kepada saksi apabila saksi bersedia untuk menjual 
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keperawanan saksi kepada laki-laki yang meminta saksi melalui 
terdakwa HASNIA Alias BUNDA. 
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita saksi menuju ke Hotel Celebes 
Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan dibonceng oleh 
terdakwa Iham Upa kemudian setelah saksi sampai di hotel 
Celebes saksi diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang 
bemama Mas Dani didalam kamar Hotel Celebes.setelah itu 
terdakwa Hasnia keluar dari kamar tersebut tidak lama 
kemudian datang terdakwa Ilham Upa Alias Ilo membawa 
kondom. 
- Bahwa benar saksi belum melakukan apa-apa tiba-tiba datang 
petugas kepolisian menangkap saksi dan terdakwa HASNIA 
Alias BUNDA serta terdakwa Ilham Upa Alias ILO lalu kami 
dibawah ke Polda SulSel. 
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak di paksa dan tidak merasa 
dibujuk maupun ditipu oleh terdakwa Hasnia Alia BUNDA, saksi 
yang mau sendiri mejual keperawanan saksi karena saksi butuh 
uang untuk biaya hidup saksi. 
- Bahwa benar saksi masih berusia 14 tahun dan orang tua 
kandung saksi yakni Ibu saksi sudah meninggal dunia dan 
bapak saksi tidak tau keberadaannya. 
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam 
merk Nokia type 302 warna putih, uang tunai Rp. 1500.000.- 
(satu juta lima ratus ribu rupiali), 1 (satu) dos kondom merk 
Viesta dengan isi 3 buah yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim 
saksi masih mengenalnya. 
 
2. IPTU HARI PAMUJI, SH, telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal para terdakwa, namun setelah 
kami menangkap para terdakwa barulah kami kenal mereka, 
namun tidak ada hubungan keluarga. 
- Bahwa benar tertangkapnya terdakwa berawal dari informasi 
dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang 
menyampaikan bahwa orang yang bernama HASNIA Alias 
BUNDA biasa menjual perempuan kepada laki-laki untuk digauli 
layaknya suami istri. 
- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan informasi, saksi 
melakukan penyelidikan dengan mencari tau orang yang 
bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM UPA Alias UPA.. 
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui orang yang bernama 
HASNIA Alias BUNDA dan nomor teleponnya maka salah satu 
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anggota menyamar dengan nama mas Dani kemudian mencoba 
menelpon terdakwa HASNIA Alias BUNDA. 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 februari 
2013 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin. 
- Bahwa benar untuk mengetahui siapa sebenarnya para 
terdakwa tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 08 februari 
2013 sekitar Jam 13.30 Wita salah satu anggota yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA yang menyamar sebagai Mas Dani 
menelpon terdakwa HASNIA Alias BUNDA dengan berpura-pura 
memesan perempuan yang masih dibawah umur, saat itu 
terdakwa bersedia menyiapkan perempuan dibawah umur 
asalkan bayarannya mahal yakni terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA meminta bayaran sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta 
rupiah). 
- Bahwa benar dengan bayaran Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta 
rupiah) terdakwa bersedia menyiapkan perempuan yang masih 
dibawah umur dan malah terdakwa minta ditambah 
Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) lagi. 
- Bahwa benar antara yang menyamar sebagai pelanggan yakni 
mas Dani dengan terdakwa sudah sepakat dengan bayaran Rp. 
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Mas Dani menghubungi 
kembali terdakwa untuk bertemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa benar sekitar Jam 15.00 Wita anggota yang menyamar 
sebagai mas Dani menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar, sedangkan saksi bersama anggota 
lainnya mengikuti dari belakang. 
- Bahwa benar anggota yang menyamar Mas Dani selaku 
pelanggan memesan perempuan telah membayar kepada 
terdakwa HASNIA Alias BUNDA sebesar Rp.1.500.000.- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sisanya sebesar 
Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 
setelah selesai menggauli perempuan yang disiapkan oleh 
terdakwa sesuai dengan kesepakatannya dengan terdakwa, hal 
ini saksi ketahui karena penyampaian rekan anggota yang 
menyamar selaku Mas Dani melalui telepon genggam. 
- Bahwa benar sekitar pukul 16.10 Wita terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA tiba di Hotel Celebes dengan mengendarai sepeda 
motor dengan berboncengan tiga orang yakni terdakwa 
HASNIA, terdakwa ILHAM UPA dan perempuan yang dipesan 
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oleh yang menyamar selaku Mas Dani yakni bernama 
NURFADILLAH. 
- Bahwa benar setelah jam 16.30 Wita saksi di telepon oleh rekan 
saksi yang menyamar Mas Dani tersebut bahwa transaksi telah 
selesai dilakukan sehingga saksi diberitahukan dan rekan 
lainnya untuk menangkap terdakwa HASNIA Alias BUNDA 
bersama terdakwa ILHAM UPA Alias ILO yang sedang berada di 
Lobi Hotel Celebes. 
- Bahwa setelah saksi disampaikan melalui telepon genggam 
saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke Lobi Hotel dan 
langsung mengamankan kedua terdakwa kemudian saksi 
menginterogasi dan kedua terdakwa tersebut membenarkan 
bahwa benar terdakwa telah menjual perempuan 
NURFADILLAH kepada orang yang mengaku bernama Mas 
Dani dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), 
namun yang dibayar baru sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan uang tersebut 
dan saat itu terdakwa HASNIA Alias BUNDA mengeluarkan dari 
kantong celananya uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) tersebut dan uang sebesar Rp.83.000.- 
(delapan puluh tiga ribu rupiah) sisa dari pembelian kondom. 
- Bahwa benar saksi menanyakan pula telepon genggam yang 
dipakai berhubungan dengan Mas Dani lalu terdakwa 
memperlihatkan telepon genggam milik terdakwa merk Nokia 
type 302 warna putih, setelah itu saksi mengamankan kedua 
terdakwa tersebut bersama barang buktinya.                      
- Bahwa benar setelah saksi menginterogasi para terdakwa saksi 
menuju ke kamar 206 Hotel Celebes dimana rekan dari anggota 
yang menyamar selaku Mas Dani memesan perempuan 
NURFADILLAH berada untuk mengamankan barang bukti 
kondom yang diserahkan oleh terdakwa ILHAM UPA Alias ILO 
kepada Mas Dani, setelah itu semuanya diamankan lalu dibawa 
ke Kantor Ditreskrimum Polda SulSel untuk dimintai keterangan 
mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa. 
 
3. IPDA ABD. SAMAD, SH, telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal para terdakwa, namun setelah 
kami menangkap para terdakwa barulah saksi kenal mereka, 
namun tidak ada hubungan keluarga. 
- Bahwa benar tertangkapnya para terdakwa berawal dari 
informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya 
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yang menyampaikan bahwa orang yang bernama HASNIA Alias 
BUNDA biasa menjual perempuan kepada laki-laki untuk digauli 
layaknya suami istri. 
- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan informasi saksi 
melakukan penyelidikan dengan mencari tau orang yang 
bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM UPA Alias UPA. 
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui orang yang bernama 
HASNIA Alias BUNDA dan nomor teleponnya maka salah satu 
anggota menyamar dengan nama Mas Dani kemudian mencoba 
menelpon terdakwa HASNIA Alias BUNDA. 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 februari 
2013 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin. 
- Bahwa benar untuk mengetahui siapa sebenarnya para 
terdakwa tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 08 februari 
2013 sekitar Jam 13.30 Wita salah satu anggota yakni saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA yang menyamar sebagai Mas Dani 
menelpon terdakwa HASNIA Alias BUNDA dengan berpura-pura 
memesan perempuan yang masih dibawah umur, saat itu 
terdakwa bersedia menyiapkan perempuan dibawah umur 
asalkan bayarannya mahal yakni terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA meminta bayaran sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta 
rupiah). 
- Bahwa benar dengan bayaran Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta 
rupiah) terdakwa bersedia menyiapkan perempuan yang masih 
dibawah umur dan malah terdakwa minta ditambah 
Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) lagi. 
- Bahwa benar antara yang menyamar sebagai pelanggan yakni 
mas Dani dengan terdakwa sudah sepakat dengan bayaran 
Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Mas Dani menghubungi 
kembali terdakwa untuk bertemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa benar sekitar Jam 15.00 Wita anggota yang menyamar 
sebagai mas Dani menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar, sedangkan saksi bersama anggota 
lainnya mengikuti dari belakang. 
- Bahwa benar anggota yang menyamar Mas Dani selaku 
pelanggan memesan perempuan telah membayar kepada 
terdakwa HASNIA Alias BUNDA sebesar Rp.1.500.000.- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sisanya sebesar 
Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 
setelah selesai menggauli perempuan yang disiapkan oleh 
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terdakwa sesuai dengan kesepakatannya dengan terdakwa, hal 
ini saksi ketahui karena penyampaian rekan anggota yang 
menyamar selaku Mas Dani melalui telepon. 
- Bahwa benar sekitar pukul 16.10 Wita terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA tiba di Hotel Celebes dengan mengendarai sepeda 
motor dengan berboncengan tiga orang yakni terdakwa 
HASNIA, terdakwa ILHAM UPA dan perempuan yang dipesan 
oleh yang menyamar selaku Mas Dani yakni bernama 
NURFADILLAH. 
- Bahwa benar setelah jam 16.30 Wita saksi di telepon oleh rekan 
saksi yang menyamar Mas Dani tersebut bahwa transaksi telah 
selesai dilakukan sehingga saksi diberitahukan dan rekan 
lainnya untuk menangkap terdakwa HASNIA Alias BUNDA 
bersama terdakwa ILHAM UPA Alias ILO yang sedang berada di 
Lobi Hotel Celebes. 
- Bahwa setelah saksi disampaikan melalui telepon genggam 
saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke Lobi Hotel dan 
langsung mengamankan kedua terdakwa kemudian saksi 
menginterogasi dan kedua terdakwa tersebut membenarkan 
bahwa benar terdakwa telah menjual perempuan 
NURFADILLAH kepada orang yang mengaku bernama Mas 
Dani dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), 
namun yang dibayar baru sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan uang tersebut 
dan saat itu terdakwa HASNIA Alias BUNDA mengeluarkan dari 
kantong celananya uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) tersebut dan uang sebesar Rp.83.000.- 
(delapan puluh tiga ribu rupiah) sisa dari pembelian kondom. 
- Bahwa benar saksi menanyakan pula telepon genggam yang 
dipakai berhubungan dengan Mas Dani lalu terdakwa 
memperlihatkan telepon genggam milik terdakwa merk Nokia 
type 302 warna putih, setelah itu saksi mengamankan kedua 
terdakwa tersebut bersama barang buktinya.                      
- Bahwa benar setelah saksi menginterogasi para terdakwa saksi 
menuju ke kamar 206 Hotel Celebes dimana rekan dari anggota 
yang menyamar selaku Mas Dani memesan perempuan 
NURFADILLAH berada untuk mengamankan barang bukti 
kondom yang diserahkan oleh terdakwa ILHAM UPA Alias ILO 
kepada Mas Dani, setelah itu semuanya diamankan lalu dibawa 
ke Kantor Ditreskrimum Polda SulSel untuk dimintai keterangan 




4. GANI ALAMSYAH HATTA S.IK Alias MAS DANI, telah 
memberikan keterangan dibawah  sumpah sebagai berikut :  
- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA dan terdakwa ILHAM 
UPA Alias ILO Bin UPA, setelah saksi mengadakan penyelidikan 
barulah saksi kenal dengan kedua terdakwa tersebut, namun 
tidak ada hubungan keluarga. 
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita 
Acara pemeriksaan di Penyidik. 
- Bahwa benar saksi menemukan langsung terdakwa HASNIA 
Alias BUNDA Binti DG. MOLA menjual perempuan dibawah 
umur yang bernama NURFADILLAH umur 14 tahun dengan 
cara saksi menyamar sebagai pelanggan memesan perempuan 
kepada terdakwa HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA untuk 
digauli layaknya suami istri dengan bayaran imbalan uang. 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 februari 
2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Hotel Celebes Jalan 
Sultan Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa benar berawal dari saksi mendapat informasi dari 
masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya 
menyampaikan bahwa orang yang bemama HASNIA Alias 
BUNDA bersama-sama dengan ILHAM Alias ILO sering menjual 
perempuan kepada laki-laki untuk digauli layaknya suami istri 
dengan imbalan bayaran uang. 
- Bahwa benar dari informasi tersebut saksi mencari tau orang 
yang bemama HASNIA Alias BUNDA dengan memantau ke 
tempat-tempat hiburan malam. 
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan penyamaran saksi 
sempat bertemu sebanyak dua kali, pertama pada hari Sabtu 
tanggal 02 februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di 
Cafe Liquid Hotel Clarion JL.A.P.Pettarani Makassar kemudian 
kedua saksi ketemu pada hari Senin tanggal 04 februari 2013 
sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Cafe Zona Jl.Pasar Ikan 
Makassar, dan setiap kali saksi bertemu dengan terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA ditemani oleh terdakwa ILHAM UPA Alias 
ILO Bin UPA. 
- Bahwa benar setelah pertemuan antara saksi dengan kedua 
terdakwa tersebut saksi semakin yakin pekerjaan terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA tersebut adalah menjual perempuan 
kepada laki-laki dengan bayaran. 
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 februari 2013 sekitar 
Jam 13.30 Wita saksi menelpon kembali terdakwa HASNIA Alias 
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BUNDA Binti DG. MOLA dengan berpura-pura memesan 
perempuan yang masih dibawah umur dan terdakwa saat itu 
bersedia menyiapkan asalkan dengan bayaran yang mahal. 
- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa 
saksi siap membayar Rp.l0.000.000.- (sepuluh juta rupiah) 
asalkan anak dibawah umur, dan terdakwa sepakat malah saat 
itu terdakwa minta ditambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 
akhirnya saksi sepakat dengan permintaan terdakwa tersebut. 
- Bahwa benar sekitar Jam 14.00 Wita saksi menghubungi 
terdakwa untuk bertemu di Hotel Celebes Jalan Sultan 
Hasanuddin Makassar dan sekitar Jam 15.00 Wita saksi menuju 
ke Hotel Celebes tidak lama kemudian terdakwa bersama 
dengan anak dibawah umur yang bemama NURFADILLAH 
datang dengan mengendarai sepeda motor dengan 
berboncengan tiga yang dikendarai oleh terdakwa ILHAM UPA 
Alias ILO Bin UPA. 
- Bahwa benar sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa tiba di Hotel 
Celebes Makassar bersama anak dibawah umur dan langsung 
menemui saksi dikamar 206 lalu saksi diperkenalkan dengan 
NURFADILLAH kemudian saksi menyerahkan uang sebesar 
Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 
terdakwa HASNIA Alias BUNDA, sebagai panjar dan sesuai 
kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah) saksi bayar setelah perempuan 
NURFADILLAH selesai saksi gauli. 
- Bahwa benar setelah saksi bertransaksi dengan terdakwa, 
terdakwa bergegas keluar dari kamar 206 dan menuju ke Lobi 
Hotel Celebes menunggu. 
- Bahwa benar setelah terdakwa HASNIA Alias BUNDA keluar 
dari kamar 206 dimana saksi bertransaksi dengan terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA terdakwa ILHAM Alias ILO Bin UPA 
datang dengan membawa kondom merk Viesta sebanyak 1 
(satu) dos setelah itu terdakwa ILHAM Alias ILO keluar dari 
kamar dan menuju ke Lobi Hotel Celebes Makassar. 
- Bahwa benar setelah terdakwa ILHAM Alias ILO keluar dari 
kamar 206, saksi langsung menelpon Anggota Ditreskrimum 
yang sementara menunggu di depan Hotel Celebes, kemudian 
Anggota menuju ke Lobi Hotel Celebes Makassar menangkap 
kedua terdakwa kemudian di Interogasi dan saat di Interogasi 
kedua terdakwa tersebut mengakui perbuatan terdakwa. 
- Bahwa benar setelah di Interogasi terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai penyedia 
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perempuan untuk digauli layaknya suami Istri telah berjalan 
selama 4 (empat) tahun. 
- Bahwa benar terdakwa ILHAM Alias ILO sesuai pengakuannya 
saat diperiksa bahwa terdakwa hanya mengantar perempuan-
perempuan yang telah disiapkan oleh terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA ketempat yang telah disiapkan dan terdakwa ILHAM 
mendapat imbalan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah). 
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam 
persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) buah telepon 
genggam warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.- dan 
uang tunai sebesar Rp.83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) 
dan 1 (satu) dos kondom merk Viesta isi 3 buah dibenarkan oleh 
para terdakwa. 
 
5. SHANTY RAUF Alias DHEA, telah memberikan keterangan   
dibawah  sumpah sebagai berikut :  
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA Binti DG. MOLA dan terdakwa ILHAM UPA Alias ILO 
Bin UPA. 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA sejak tahun 2010 dan saksi kenal di Pelita Hotel 
Lydiana sehingga saksi berkenalan hingga sekarang ini, lalu 
saksi bertukaran nomor telepon untuk saling menghubungi. 
- Bahwa benar dengan perkenalan saksi dengan terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA saksi bekerja untuk melayani tamu laki-
laki dan bergaul layaknya suami istri kemudian saksi mendapat 
bayaran melalui terdakwa HASNIA Alias BUNDA.  
- Bahwa benar saksi mendapatkan uang sebagai imbalan 
pekerjaan saksi dalam melayani pelanggan. 
- Bahwa benar pekerjaan saksi melayani pelanggan mendapat 
bayaran sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 
dibagi kepada para terdakwa yakni saksi mendapatkan 
Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 
Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa 
HASNIA memberi upah kepada terdakwa ILHAM Alias ILO Bin 
UPA sebesar Rp.50.000,- 
- Bahwa sebelum saksi kenal dengan terdakwa pekerjaan saksi 
adalah pekerja seks, jadi saksi tidak dibujuk oleh terdakwa, 




Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I HASNIA 
alias BUNDA Binti Dg MOLA telah memberikan keterangan, yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. 
- Bahwa terdakwa kenal dengan perempuan NURFADILLAH 
karena pernah bertetangga di Barawaja sejak masih kecil dan 
ada hubungan keluarga. 
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 08 
februari tahun 2013 Sekitar Jam 17.00 Wita di Hotel Celebes 
Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa benar awalnya orang yang menyamar sebagai Mas Dani 
terdakwa tidak tahu bahwa orang tersebut adalah petugas 
Kepolisian dari Polda SulSel. 
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian menyamar mengaku 
berasal dari Surabaya dan menelpon terdakwa dengan maksud 
untuk memesan anak dibawah umur dan menjanjikan akan 
membayar sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah). 
- Bahwa terdakwa membenarkan tentang tuduhan yang 
dituduhkan padanya yakni menjual saksi NURFADILLAH 
kepada laki-laki yang menyamar sebagai pelanggan dan 
bernama Mas Dani. 
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang dihubungi oleh saksi 
NURFADILLAH pada hari Jum'at tanggal 08 februari 2013 
sekitar pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa janjian bertemu di 
Pasar Cidu Jalan Tinumbu Makassar, setelah terdakwa bertemu 
dengan saksi NURFADILLAH, terdakwa bertanya apa kamu 
masih perawan ? Lalu saksi menjawab ia masih perawan, 
selanjutnya terdakwa menawarkan ada tamuku memesan 
perawan nanti dibayar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) 
saat itu saksi bersedia katanya butuh uang kemudian terdakwa 
bersama saksi NURFADILLAH langsung menuju ke Hotel 
Celebes dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan 
oleh terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO. 
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Hotel Celebes terdakwa 
langsung menemui Mas Dani kemudian memperkenalkan 
dengan saksi NURFADILLAH setelah itu Mas Dani memberikan 
uang panjar sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu 




- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa ILHAM UPA Alias ILO 
membeli alat kontrasepsi kondom adalah terdakwa HASNIA 
Alias BUNDA Binti DG. MOLA. 
- Bahwa setelah terdakwa mempertemukan saksi NURFADILLAH 
bersama Mas Dani dan terdakwa menerima uang sebagai 
panjar dari Mas Dani sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) terdakwa menuju ke Lobi Hotel menunggu, 
namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian 
menangkap terdakwa bersama terdakwa ILHAM UPA Alias ILO. 
- Bahwa imbalan yang terdakwa janjikan kepada terdakwa ILHAM 
UPA Alias ILO karena mengantar terdakwa dan saksi 
NURFADILLAH ke Hotel Celebes sebesar Rp.500.000.- (lima 
ratus ribu rupiah). 
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan dalam menyiapkan 
perempuan untuk dijual kepada laki-laki hidung belang sejak 
tahun 2008. 
- Bahwa awalnya perempuan yang akan bekerja melayani laki-
laki tersebut datang sendiri ke rumah terdakwa dan 
menawarkan sendiri kepada terdakwa apabila ada tamu 
nantinya yang memesan kepada terdakwa sehingga apabila ada 
barulah terdakwa menyampaikannya kepada para perempuan 
yang bersedia melayani laki-laki kemudian mendapat bayaran, 
setelah itu perempuan tersebut yang memberi terdakwa 
pembagian atau imbalan berupa uang. 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 
oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) unit telepon genggam wama 
putih, uang tunai sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan kondom merk Viesta sebanyak 3 (tiga) buah. 
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, sangat 
menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya lagi dan 
terdakwa meminta mohon keringanan. 
 
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II ILHAM 
UPA Alias ILO Bin UPA telah memberikan keterangan, yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. 
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi 
korban NURFADILLAH setelah terdakwa mengantar ke Hotel 
Celebes Jalan Sultan Hasanuddin barulah terdakwa kenal 
bahwa perempuan tersebut bernama NURFADILAH yang masih 
berusia 14 tahun. 
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- Bahwa benar terdakwa baru kenal dengan terdakwa I HASNIA 
Alias BUNDA yakni sekitar bulan Januari 2013. 
- Bahwa benar terdakwa hanya mengantar perempuan yang 
hendak meladeni pelanggan terdakwa HASNIA Alias BUNDA 
menuju tempat/Hotel yang telah disepakati bertemu dan 
terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000.-(lima puluh 
ribu rupiah). 
- Bahwa benar sewaktu terdakwa bertemu dengan terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA di Rappokalling dekat Gudang plastik 
terdakwa yang mengantar ke Pasar Cidu dengan mengendarai 
sepeda motor, setelah di Pasar Cidu terdakwa bertemu dengan 
NURFADILLA lalu terdakwa HASNIA menyampaikan ke 
NURFADILLA bahwa ada tamu yang mencari perawan dan 
NURFADILLAH langsung bersedia lalu bertanya berapa 
bayarannya dan terdakwa HASNIA menjawab bayarannnya 
Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) bagi dua. 
- Bahwa benar terdakwa yang pergi membeli alat kontrasepsi 
kondom. 
- Bahwa benar terdakwa yang mengantar perempuan yang 
dipesan oleh pelanggan terdawa I HASNIA Alias BUNDA ke 
Hotel tempat yang ditentukan atas perintah terdakwa I HASNIA 
Alias BUNDA. 
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, sangat 
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. 
Menimbang, bahwa, dipersidangan telah diperlihatkan 
barangbukti kepada para saksi dan para terdakwa yakni berupa : 
1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 warna 
putih. 
2. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 
(lima belas) lembar dan uang tunai sebesar Rp 83.000,- 
(delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh 
ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu 
rupiah sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan dua ribu 
rupiah sebanyak 1 lembar dan uang pecahan seribu rupiah 
sebanyak 1 (satu) lembar. 
3. 1 (satu) dos kondom merk Viesta sebanyak 1 lembar. 
Atas barang bukti tersebut baik para saksi maupun para 
terdakwa menyatakan mengenalinya;   
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, 
keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan 
maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
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- Bahwa benar para terdakwa di tangkap pada hari Jum’at 
tanggal 08 februari tahun 2013 sekitar jam 17.00 Wita di 
Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. 
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Sulselbar 
karena telah mengajak saksi Nurfadillah ke Hotel Celebes 
Makassar untuk melayani laki-laki yang mengaku MAS 
DANI, yang telah memesan para terdakwa HASNIA Alias 
BUNDA untuk diajak hubungan badan layaknya suami istri; 
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara MAS DANI, 
dengan terdakwa I bahwa bayaran anak yang masih 
perawan yang dapat melayani hubungan badan sebesar Rp 
10.000.000,- 
- Bahwa benar terdakwa HASNIA Alias BUNDA yang 
menghubungi saksi NURFADILLAH, selanjutnya terdakwa 
menawarkan kepada saksi NURFADILLAH dengan 
mengatakan ada tamu saya memesan perawan nanti 
dibayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi 
dua saat itu saksi bersedia dengan alasan saksi butuh uang, 
- Bahwa benar terdakwa I sebelum mengantar saksi 
NURFADILLAH ke Hotel Celebes bertemu dengan terdakwa 
II, 
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi NURFADILLAH 
datang ke Hotel Celebes dengan mengendarai sepeda 
motor yang dikemudikan oleh terdakwa II ILHAM UPA Alias 
ILO. 
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Hotel Celebes terdakwa 
langsung menemui Mas Dani kemudian memperkenalkan 
dengan saksi NURFADILLAH setelah itu Mas Dani 
memberikan uang panjar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta 
lima ratus ribu rupiah) sisanya sesuai kesepakatan terdakwa 
dengan Mas Dani dibayar kemudian. 
- Bahwa benar kemudian saksi NURFADILLAH dan MAS 
DANI, masuk ke kamar hotel yang kemudian disusul oleh 
terdakwa ILHAM UPA Alias ILO mengantarkan kondom/alat 
kontrasepsi; 
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa ILHAM UPA Alias 
ILO membeli alat kontrasepsi kondom adalah terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA. 
- Bahwa benar Gani Alamsyah Hatta S.IK anggota Polda 
Sulselbar yang menyamar menjadi Mas Dani; 
- Bahwa benar setelah terdakwa ILHAM UPA Alis ILO 
menyerahkan kondom kemudian saksi GANI ALAMSYAH 
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HATTA S.IK Alias MAS DANI, menghubungi anggota polisi 
lain untuk mengungkap para terdakwa di Hotel Celebes; 
- Bahwa benar apa yang dilakukan saksi Gani Alamsyah 
Hatta S.IK, dalam rangka memberantas perdagangan orang;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 
Tuntutan yang pada pokoknya mohonan kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar agar menjatuhkan putusan : 
1. Menyatakan Terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA 
terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak Pidana 
Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam 
Pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 2 (1) UU RI No.21 
tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASNIA Alias 
BUNDA Binti DG. MOLA dengan penjara selama 6 ( enam ) 
tahun dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi 
selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para 
terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing 
Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 3 
(tiga) bulan penjara. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 
warna putih 
2. 1 (satu) dos kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah 
Dirampas untuk di musnahkan. 
Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 
lembar dan uang tunai sebesar Rp 83.000.- (delapan puluh 
tiga ribu Rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah 
sebanyak 1 lembar, uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 
6 lembar, uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 1 lembar 
dan uang pecahan seribu rupiah sebanyak 1 lembar, 
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA Alias MAS dani. 
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk 
membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- 
(lima ribu rupiah). 
Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Para Terdakwa 
telah pula mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya Para 
Terdakwa hanya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya; 
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Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa yang 
berupa permohonan tersebut, Penuntut Umum di persidangan 
mengajukan secara Replik lisan tertanggal Desember 2012 yang pada 
pokoknya bertetap pada tuntutannya; 
Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut,  Para 
Terdakwamenyatakan tetap pada Permohonannya; 
Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan Dakwaan yang disusun secara altematif yaitu : 
Dakwaan pertama :melanggar ketentuan pasal 2 (1) UU RI 
No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang jo. Pasal 
55 (1) ke 1 KUHP;  
Atau 
Dakwaan kedua :melanggar ketentuan Pasal 88 UU RI No. 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo 
pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP 
Atau  
Dakwaan ketiga :melanggar ketentuan Pasal 296 
KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP 
Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dihadapkan 
kepersidangan didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara 
altematif, maka Majelis Hakim dalam pertimbangnya untuk 
menyatakan dapat atau tidaknya para terdakwa, karena perbuatan 
bersalah dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan oleh Penunut Umum, majelis dapat 
memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan 
dari salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta- 
fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karena itu tidak ada 
keharusan Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan urutan 
dakwaan Penunut Umum; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim setelah 
mempelajari dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan penunut Umum 
yang pertama yaitu yang menyatakan para terdakwa lelah melanggar 
ketentuan pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP; 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan 
pertama , yakni melanggar ketentuan pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 
2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo. 
Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, maka perbuatan Para Terdakwa harus 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Unsur "setiap orang"; 
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2. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan,pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman   
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang 
tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia "; 
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan perbuatan"; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan 
diuraikan sebagai berikut:  
ad. 1. Unsur "setiap orang"; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 
menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 adalah orang 
perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum penyandang hak 
dan kewajiban.  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum 
menghadapkan dan menghadirkan HASNIA Alias BUNDA Binti DG. 
MOLA dan Terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA, yang 
didudukan sebagai Para Terdakwa, yang mana kedua terdakwa 
tersebut dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang 
diajukan oleh Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim 
Ketua, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua tentang identitas diri 
mereka yang mana atas pengakuannya setelah dicocokan dengan 
identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut 
Umum adalah sama, sehingga Majelis Hakim perkesimpulan tidak 
terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa atas pembacaan surat 
dakwaan yang dihadapkan kepadanya, mereka menyatakan telah 
mengerti, serta dalam persidangan perkara ini mereka menyatakan 
akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum. Dengan 
demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;  
ad.2. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,    
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah 
Negara Republik Indonesia"; 
Menimbang, bahwa unsur ke dua ini mempunyai pengertian 
alternative, yang mana untuk dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah 
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terpenuhi tidak harus semua sub unsur terbukti, jadi cukup salah satu 
sub unsur terpenuhi dapatlah dinyatakan unsur kedua ini terbukti; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah 
tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 
memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, 
Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi Seksual adalah 
segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain 
dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA, S.IKA yang merupakan anggota polri pada Polda 
Sulselbar, yang sebelumnya sudah dapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdakwa I bisa mencarikan anak perempuan yang dapat diajak 
berkencan, kemudian pada saat berkenalan dengan terdakwa I 
HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA mengaku denan nama Mas 
Dani, selanjutnya saksi memesan kepada Terdakwa I untuk dicarikan 
anak yang dapat diajak berkencan dan atas pesanannya saksi GANY 
ALAMSYAH HATTA, S.IK terdakwa I menyetujuinya dengan imbalan 
Rp 10.000.000,- untuk gadis yang bisa diajak berhubungan badan 
layaknya suami istri. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 2013 
sekitar jam 15.00 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK menuju 
ke Hotel Celebes, dalam rangka melakukan hasil kesepakatan 
terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA tentang 
pesanannya, bahwa sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I HASNIA Alias 
BUNDA bersama terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA mengantarkan 
perempuan yang masih dibawah umur sesuai kesepakatan dengan 
saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas Dani ke Lobi Hotel 
Celebes, jalan Sultan Hasanuddin Makassar kemudian terdakwa I 
HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA memperkenalkan anak tersebut 
kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK alias Mas Dani dan 
mengaku bernama NURFADILLAH berusia 14 tahun, kemudian saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK alias Mas Dani bersama terdakwa 
HASNIA dan BUNDA dan perempuan NURFADILLAH menuju ke 
kamar 206 Hotel Celebes, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar 
Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 
HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA sebagai uang panjar dan sesuai 
kesepakatan antara saksi dan terdakwa HASNIA Alias BUNDA sisanya 
sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 
setelah perempuan NURFADILLAH selesai digauli layaknya suami istri. 
Setelah itu terdakwa HASNIA Alias BUNDA keluar dari kamar dan 
menuju Lobi Hotel untuk menunggu kemudian datang terdakwa II 
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ILHAM Alias ILO Bin UPA membawa kondom merk Viesta dan 
menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas 
Dani lalu terdakwa II ILHAM Alias ILO keluar dari kamar Hotel, 
selanjutnya saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas Dani, 
menelpon anggota Tem yaitu saksi Ipda Abd. Samad, SH dan Iptu Hari 
Pamuji, SH, untuk mengamankan para terdakwa hal ini dilakukan saksi 
GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK Alias Mas Dani dalam rangka 
mengungkapkan dan memberantas perdagangan anak, keterangan 
saksi GANY ALAMSYAH HATTA, S.IK bersesuaian dengan 
keterangan saksi Ipda Abd.Samad, SH dan Iptu Hari Pamuji, SH yang 
dibenarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II. 
Menimbang, bahwa  berdasarkan keterangan saksi 
NURFADILLAH yang menyatakan bahwa benar terdakwa I pernah 
menghubungi saksi dan menawarkan kepada saksi untuk melayani 
tamunya terdakwa I yakni melakukan hubungan layaknya suami istri 
dengan imbalan Rp 5.000.000,- dan atas tawaran tersebut saksi 
menyetujui karena sangat membutuhkan uang, kemudian saksi pada 
hari Jum’at tanggal 08 Februari 2013 sekitar jam 16.00 wita saksi oleh 
terdakwa I dan II diantar menuju Hotel Celebes, selanjutnya setelah di 
Hotel Celebes terjadilah penangkapan kepada terdakwa I dan II; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 
membuktikan bahwa saksi Nurfadillah di Hotel Celebes diantar 
terdakwa I dan II, yang sebelumnya antara saksi Nurfadillah dengan 
terdakwa I (Hasnia alias Bunda) telah ada kesepakatan tentang 
kesediaan saksi Nurfadillah melayani Mas Dani layaknya suami istri 
dengan janji imbalan uang, serta hal-hal yang terjadi di Hotel Celebes 
pada saat itu yang kemudian terjadilah penangkapan terdakwa I dan II 
bila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan perekrutan 
sebagaimana maksud dalam unsur pada pasal 2 (1) UU RI No.21 
tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Anak, menurut 
Majelis Hakim unsur ad.2 telah terpenuhi. 
ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap 
dari keterangan terdakwa HASNIA Alias BUNDA bahwa awalnya 
menyampaikan kepada terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA bahwa 
hendak mencari orang yang masih perawan untuk meladeni tamunya 
untuk melakukan layaknya suami istri kemudian terdakwa I dan 
terdakwa II menuju ke Pasar Cidu menemui saksi NURFADILLAH yang 
sebelumnya, telah disepakati ketemu di Pasar Cidu, setelah tiba di 
Pasar Cidu terdakwa I HASNIA Alias BUNDA menyampaikan ke saksi 
NURFADILLAH langsung menjawab ia, nanti saya, berapa bayarannya 
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kemudian terdakwa II menjawab lagi bayarannya Rp 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) tapi bagi dua, saksi NURFADILLAH 
menyetujuinya dengan alasan butuh uang untuk keperluan sehari-hari, 
sehingga akhirnya saksi NURFADILLAH di bonceng oleh terdakwa II 
ILHAM Alias ILO menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin. 
Setelah tiba di Hotel Celebes terdakwa II pergi membeli alat 
kontrasepsi berupa kondom merk Viesta kemudian diberikan kepada 
orang yang menyamar selaku pelanggan, setelah itu terdakwa II 
ILHAM ke Lobi Hotel menunggu, dan menurut keterangan terdakwa II 
ILHAM Alias ILO bahwa terdakwa membonceng saksi NURFADILLAH 
menuju Hotel Celebes terdakwa dijanjikan bayaran sebesar Rp 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun sebelumnya apabila terdakwa 
mengantar perempuan ketempat yang ditentukan dalam hal bekerja 
meladeni pelanggan terdakwa I tersebut terdakwa II mendapatkan 
bayaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa tentang 
apa yang dilakukan terdakwa II adalah bersesuaian dengan 
keterangan saksi NURFADILLAH bahwa yang mengantar saksi ke 
Hotel Celebes adalah terdakwa II dengan memakai sepeda motor, 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan 
tersebut diatas yakni peranan Terdakwa I dan II dalam perkara ini 
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang 
melakukan dan yang turut serta melakukan terpenuhi oleh karena itu 
unsur ad. 3 dakwaan Penuntut Umum pertama terpenuhi.  
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap 
Pembelaan Terdakwa II yang mohon agar Terdakwa dibebaskan, 
karena unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, dengan 
memperhatikan pertimbangan tersebut diatas tentang pembuktian 
unsur delik dakwaan pertama yang mana berdasarkan pertimbangan 
tersebut ternyata semua unsur terpenuhi dan terbukti maka terhadap 
pembelaan terdakwa II harus dikesampingkan karena Majelis tidak 
sependapat; 
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan 
tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum yang Pertama dapat 
dibuktikan dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa 
dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh 
keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para 
terdakwalah pelakunya oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan 
bersalah. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pada diri para 
terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang 
dapat menghapuskan kesalahan terdakwa serta para terdakwa sehat 
jasmani dan rohani, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas 
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ternyata para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana maka para 
terdakwa atas perbuatannya dinyatakan bersalah maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi 
pidana; 
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana, dan dalam pemeriksaan perkara ini 
terdakwa pernah ditahan maka berdasar ketentuan Pasal 193 ayat (2) 
a dan b KUHAP lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan 
berdasarkan perhitungan perundang-undangan yang berlaku dari 
pidana yang dijatuhkan serta ditetapkan agar para terdakwa tetap 
ditahan; 
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 
KUHAP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang 
besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 
kepersidangan ternyata telah dilakukan penyitaan menurut Undang-
Undang, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim 
sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang isi lengkapnya akan 
disebutkan dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa maka akan lebih arief dan bijaksana bila 
dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain; 
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat 
khususnya bagi orang tua yang memiliki anak 
perempuan; 
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah dalam rangka pemberantasan perdagangan 
orang; 
Hal-hal yang meringankan :  
- Para terdakwa belum pernah dihukum; 
Mengingat, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 
2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 (1) KUHP serta pasal-pasal lain yang 







2. Amar Putusan 
Adapun Amar Putusan dalam Kasus No.597/Pid.B/2013/PN.Mks 
adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa I HASNIA Aliasa BUNDA Binti DG.MOLA, 
terdakwa II  ILHAM UPA alias ILO Bin UPA terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perdagangan 
orang" 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I HASNIA Aliasa BUNDA 
Binti DG.MOLA, terdakwa II ILHAM UPA alias ILO Bin UPA tersebut 
oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 
(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.120.000.000,- 
(seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1. 1 (satu) buah telepon genggam merk nokia type 302 warna 
putih  
2. 1 (satu) dos kondom merk vista dengan isi 3 (tiga) buah, 
Dirampas untuk dimusnahkan.  
6. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 
dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) 
lembar dan uang tunai sebesar Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu 
rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) 
lembar uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar, 
uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 1 lembar dan uang 
pecahan seribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, dikembalikan 
kepada yang berhak yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias 
MASDANI; 
7. Membebankan   kepada   Terdakwa   untuk   membayar   biaya   
perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
3. Komentar Penulis  
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah 
putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus 
mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap 
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dipersidangan. Majelis Hakim dalam Kasus No.597/Pid.B/2013/PN.Mks 
telah mempertimbangkan kesesuaian Dakwaan Penunut Umum yang 
pertama yaitu yang menyatakan para terdakwa telah melanggar 
ketentuan pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. 
Menurut Nathan Lambe, sebagai hakim yang diwawancarai 
penulis pada tanggal 14 Januari 2014 mengemukakan bahwa : 
Dalam penjatuhan vonis perkara No.597/Pid.B/2013/PN.Mks 
sudah tepat karena pelaku dijerat dengan Pasal 2 (1) UU RI No.21 
tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, denda sebesar Rp 120.000.000,- 
(seratus dua puluh juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan, karena 
semua unsur-unsur telah terpenuhi. Hakim juga mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan yaitu para terdakwa telah melanggar 
norma-norma dalam masyarakat dan merusak masa depan anak 
bangsa dan adapun hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa 
belum pernah dihukum, para terdakwa merasa bersalah dan berjanji 
tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa I mempunyai anak yang 
masih kecil dan butuh kasih sayang dan perhatian seorang ibu serta 
para terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam 
persidangan. 
 
Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
telah tepat dalam menjatuhkan vonis TPPO pasal 2 (1) UU RI No.21 
tahun 2007 tentang TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 
terdakwa masing-masing dipidana 3 tahun 6 bulan denda sebesar Rp 




Penulis akan menguraikan analisis mengenai putusan tersebut 
sebagai berikut : 
1. Kesemua unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 
(1) UU RI No.21 tahun 2007 terbukti secara sah dan 
meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap 
dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan 
saksi, keterangan terdakwa I dan II, dan saksi korban 
NURFADILLAH yang menguatkan dakwaan pertama Jaksa 
Penuntut Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 
hal ini juga dibuktikan dalam kasus penyidikan terdakwa I 
dan II yang tertangkap tangan melakukan transaksi 
memperdagangkan orang namun saksi korban 
NURFADILLAH saat kejadian belum dalam keadaan bugil.  
2. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan 
arief dan bijaksana dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sehingga putusan tersebut 
sesuai dengan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan : 
Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : 
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain 
- Perbuatan terdakwa dapat meresakan masyarakat 
khususnya bagi orang tua yang memiliki anak perempuan 
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- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah dalam rangka pemberantasan perdagangan 
orang 
Hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa belum 


















A. Kesimpulan  
 Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Penerapan sanksi pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa 
unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti yaitu : 
- Unsur setiap orang; 
- Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang 
tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia"; 
- Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 




2. Setelah memperhatikan unsur-unsur diatas terdakwa telah sesuai 
divonis Tindak Pidana Perdagangan Orang karena selain kesemua 
unsur pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang terbukti secara sah dan meyakinkan, saksi 
korban pada saat proses penyidikan tidak ditemukan dalam 
keadaan bugil sehingga yang terbukti ditempat kejadian perkara 
adalah delik TPPO walaupun anak tersebut dibawah umur. Alasan 
kedua mengapa penulis setuju yaitu saksi korban tidak dalam 
keadaan terpaksa dan juga mendapat keuntungan untuk dirinya 
sendiri, selain itu terdakwa I adalah tante dari saksi korban dan 
kesemua unsur TPPO pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 terbukti 
secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang 
terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu 
keterangan saksi, keterangan terdakwa I dan II, dan saksi korban 
yang menguatkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum 
tentang TPPO hal ini juga dibuktikan dalam kasus penyidikan 
terdakwa I dan II tertangkap tangan melakukan transaksi 
memperdagangkan orang. 
B. Saran 




1. Bagi masyarakat agar tidak terjerat ke dalam perdagangan orang, 
sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap 
semua orang. Kewaspadaan itu harus ditujukan baik kepada orang 
yang belum dikenal maupun kepada orang telah dikenal. Selain itu, 
masyarakat juga harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama 
dan moral yang dianut. Hal itu perlu dilakukan sebagai antisipasi 
dari segala bentuk tipu daya para pelaku perdagangan orang. 
2. Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana 
perdagangan orang masyarakat harus berperan serta ikut 
membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada 
kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau 
turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya 
akan dilindungi dan dirahasiakan. Dengan cara masyarakat ikut 
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